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PEDOMAN TRANSLITERASI 

A. Umum 

Transliterasi merupakan pemindahalihan tulisan Arab ke dalam 

tulisan Indonesia atau latin, dan bukan terjemahan dari bahasa Arab ke 

dalam bahasa Indonesia. Adapun yang dapat dimasukkan dalam kategori ini 

yaitu nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain 

Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya atau sesuai dengan yang 

tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Selain itu, penulisan judul buku 

dalam footnote ataupun daftar pustaka juga menggunakan ketentuan dalam 

transliterasi ini. 

Terdapat banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat 

digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang telah berstandard 

internasional, nasional ataupun ketentuan yang khusus digunakan oleh 

penerbit tertentu. Adapun pedoman transliterasi yang digunakan oleh 

Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang 

yakni dengan menggunakan pedoman transliterasi yang berdasarkan pada 

Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 dengan 

No.158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tercantum dalam buku 

pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide to Arabic Transliteration), 

INIS Fellow 1992. 
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B. Konsonan 

 dl = ض tidak dilambangkan = ا

 th = ط b = ب

 dh = ظ t = ت

 (koma menghadap keatas) ‘ = ع ts = ث

 gh = غ j = ج

 f = ف h = ح

 q = ق kh = خ

 k = ك d = د

 l = ل dz = ذ

 m = م r = ر

 n = ن z = ز

 w = و s = س

 h = ه sy = ش

 y = ي sh = ص

Hamzah (ء) yang sering dilambangkan dengan alif, apabila terletak 

di awal kata, maka dalam transliterasinya mengikuti vokalnya, tidak 

dilambangkan, namun apabila terletak di tengah atau akhir kata, maka 
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dilambangkan dengan tanda koma (‘), berbalik dengan koma (‘) untuk 

mengganti lambang “ع”. 

 

C. Vokal, Panjang, dan Diftong 

Setiap penulisan Bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin, vocal 

fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dlommah dengan “u”. 

Sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara sebagai 

berikut: 

Vocal (a) panjang = â  misalnya قال  menjadi qâla 

Vocal (i) panjang  = î  misalnya قيل  menjadi qîla  

Vocal (u) panjang  = û  misalnya دون  menjadi dûna 

Khusus untuk bacaan ya’nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan 

“i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya’ 

nisbat di akhirnya. Begitu juga dengan suara diftong, wawu dan ya’ setelah 

fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”, sebagaimana contoh berikut: 

Diftong (aw) = و   misalnya قول  menjadi qawlun 

Diftong (ay) = ي  misalnya خير  menjadi khayrun 

 

D. Ta’ Marbuthah (ة) 

Ta’ Marbuthah (ة) ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah 

kalimat, namun apabila ta’ marbuthah (ة) tersebut berada di akhir kalimat, 
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maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h”, misalnya لة للمدرسةاالرس  

menjadi al-risâlat li al-mudarrisah, atau apabila berada di tengah-tengah 

kalimat yang terdiri dari susunan mudlâf ilayhi, maka ditransliterasikan 

dengan menggunakan “t” yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, 

misalnya  َّّفى رحْة الل menjadi fi rahmatillâh.  

 

E. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah 

Kata sandang yang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, 

kecuali jika terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh jalâlah 

yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah), maka 

dihilangkan, seperti contoh berikut: 

1. Al-Imâm al-Bukhâriy mengatakan… 

2. Al-Bukhâriy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan… 

3. Masyâ’ Allah kâna wa mâ lam yasyâ’ lam yakun.  

4. Billah ‘azza wa jalla. 

 

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan 

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus 

ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Akan tetapi, apabila kata 

tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang 

telah terindonesiakan, maka tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem 

transliterasi, sebagaimana contoh berikut ini: 

Kata “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais”, dan “salat” ditulis 

dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang 
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disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut, meskipun 

berasal dari bahasa Arab, namun dari orang Indonesia dan telah 

terindonesiakan. Oleh karena itu, tidak perlu ditulis dengan cara “Abd Al-

rahmân Wahîd”, “Amîn Raîs”, dan bukan pula ditulis dengan “shalât”. 
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ABSTRAK 

Nazila Fardilaturrohmah, NIM 18210063, 2022. Upaya Hukum Terhadap 

Putusan Non Executable Pada Perkara Cerai Talak (Studi Putusan 

Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr) Skripsi. Program 

Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri 

Maulana Malik Ibrahim Malang. Pembimbing: Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum. 

Kata Kunci: Upaya Hukum, Non Executable, Perlindungan Hukum 

 

Putusan Hakim Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr 

ini dianggap Non Executable disebabkan oleh eksekusi yang tidak dapat dijalankan 

(non-executable). Dalam hal ini istri menjadi pihak yang dirugikan merupakan 

pihak yang lemah dari sisi hukum perlu mendapatkan upaya dan perlindungan 

hukum untuk mempertahankan hak-haknya kembali. Istri meminta keadilan kepada 

Pengadilan agar haknya terpenuhi, sehingga hakim memutuskan terhadap nafkah 

iddah, nafkah mut’ah, dan nafkah pemeliharaan anak sesuai kesanggupan mantan 

suami. Dengan ditinjau dari Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 Undang-undang 

No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya hukum terhadap 

putusan Non executable (tidak terlaksana), serta untuk mengetahui bagaimana 

perlindungan hukum terhadap istri akibat dari putusan yang bersifat Non executable 

dengan menganalisisnya menggunakan Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 38 

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

Penelitian ini termasuk dalam penelitian yuridis normatif yang 

menggunakan case approach atau studi kasus sebagai pendekatan penelitian. Bahan 

hukum diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan 

dokumentasi sebagai metode pengumpulannya. Adapun metode pengolahan bahan 

hukum yakni dengan: editing, classifying, verifying, analyzing, dan concluding, 

sehingga menghasilkan suatu kesimpulan yang lugas, jelas, dan dapat 

dipertanggungjawabkan. 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya hukum yang dapat ditempuh 

dalam putusan yang bersifat non executable ialah seperti yang sudah dijelaskan 

dalam pasal 30 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung bahwa masih 

dapat diajukan suatu upaya hukum kasasi. Perlindungan Hukum Terhadap Istri 

Akibat Putusan Non Executable dalam Perkara Talak Ditinjau dari Undang-undang 

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah 

mengatur secara detail tentang perlindungan terhadap istri, hak dan kedudukan yang 

seimbang dengan kedudukan suami dalam rumah tangga dan pergaulan masyarakat. 

Istri dan anak diberi nafkah lahir bathin, dipenuhi hak istri anak. 
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ABSTRACT 

Nazila Fardilaturrohmah, NIM 18210063, 2022. Legal Effort Against Non-

Executable Decisions on Divorce Cases (Religious Court Decision Number 

3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr). Undergraduate Thesis. Islamic Family Law 

Study Program, Faculty of Sharia, Maulana Malik Ibrahim State Islamic 

University Malang. Adviser: Siti Zulaicha, S.HI, M.Hum 

Keywords: Legal Effort, Non-Executable, Legal Protection 

 

The decision of the Judge of the Religious Court Number 

3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr is considered not to be executed because it cannot 

be executed. In this case, the wife becomes the aggrieved party, who is weak from 

a legal perspectiv, and needs to get legal efforts and protection to defend her rights. 

The wife asks for justice froe court so that her rights are fulfilled, then the judge 

decides on iddah, mut'ah, and child care according to her ex-husband's ability. In 

terms of the Compilation of Islamic Law and Article 38 of Law No. 1 of 1974 

concerning Marriage. 

The purpose of this research is to find out legal remedies against non-

executable decisions (not implemented), need to find out how legal protection for 

wives is due to non-executable decisions by analyzing them using the Compilation 

of Islamic Law and Article 38 of Law no. 1 of 1974 concerning Marriage. 

This research is included in normative research that uses a case approach or 

case study as a research approach. Legal materials are obtained from primary legal 

materials and secondary legal materials with documentation as the method of 

collection. The methods for processing legal materials are: editing, classifying, 

verifying, analyzing, and concluding, so tooduce a straightforward, clear, and 

accountable conclusion. 

The res study results indicate that legal remedies  be taken in decisions that 

cannot be executed as described in Article 30 of Law Number 5 of 2004 concerning 

Amendments to Law Number 14 of 1985 concerning the Supreme Court that legal 

remedies can still be filed. interesting. Legal Protection Against Wives Due to 

Decisions That Can't be Executed in Divorce Cases Judging from Law Number 1 

of 1974 concerning Marriage and the Compilation of Islamic Law (KHI) has 

regulated in detail about the protection of wives, rights and positions that, are 

balanced with their position. husband in the household and community 

involvement. Wives and children are given a living physically and mentally, the 

rights of the wand wife and children are fulfilled. 
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 المستخلص

قانونية ضد القرارات غير القابلة للتنفيذ في قضايا جهود . ٠٢٠٠، ٠٦٠٠٢٢٨١نازل فردلة الرحْة، 
رقم  دراسة قرارات المحاكم الدينية) الطلاق
١٦٨٢/Pdt.G/٠٢٠٢/PA.Kab.Kdr) . أطروحة جامعية. قسم الأحوال

الشخصية، كلية الشريعة، جامعة الحكومية الإسلامية مولانا مالك إبراهيم مالانج. 
 مشرفة: سيتي زوليحة الماجستر.

 الحماية القانونية، غير قابل للتنفيذ، جهد قانونيات الرئيسية : الكلم
 

يعتبر غير قابل  PA.Kab.Kdr/٠٢٠٢/Pdt.G/١٦٨٢ رقم قرار قاضي المحكمة الشرعية
وفي هذه الحالة تصبح الزوجة الطرف  (Non Executable) للتنفيذ بسبب التنفيذ غير القابل للتنفيذ

وقها القانونية ، وتحتاج إلى بذل جهود قانونية وحْاية للدفاع عن حقالمتضرر ، وهي ضعيفة من الناحية 
مرة أخرى. وتطلب الزوجة العدالة أمام المحكمة حتى تتحقق حقوقها فيحكم القاضي في العدة والمتعة 

 من القانون ١٦من حيث تجميع الشريعة الإسلامية والمادة  ورعاية الأبناء حسب قدرة الزوج السابق.
 عن النكاح. ٠٨٩١سنة  ٠رقم 

 Non Executableالغرض من هذه الدراسة هو معرفة سبل الانتصاف القانونية ضد القرارات 

، ومعرفة كيفية الحماية القانونية للزوجات نتيجة لقرارات غير قابلة للتنفيذ من خلال )غير المطبقة(
 عن النكاح. ٠٨٩١سنة  ٠رقم  من القانون ١٦تجميع الشريعة الإسلامية والمادة  تحليلها بِستخدام

دراسة الحالة  أو  case approach تم تضمي هذا البحث في البحث المعياري الذي يستخدم
كنهج بحثي. يتم الحصول على المواد القانونية من المواد القانونية الأولية والمواد القانونية الثانوية مع 

لتصنيف، التحقق، التحرير، ا ونية هي عن طريق:التوثيق كطريقة للتحصيل. طريقة معالجة المواد القان
 وذلك للوصول إلى استنتاج مباشر وواضح وخاضع للمساءلة. ،التحليل، الختام

ير القابلة غ تشير نتائج الدراسة إلى أن سبل الانتصاف القانونية التي يمكن اتخاذها في القرارات
شأن التعديلات على ب ٠٢٢١لعام  ٥من القانون رقم  ١٢نفيذ هي كما هو موضح في المادة للت

أنه لا يزال من الممكن تقديم استئناف. الحماية  بشأن المحكمة العليا ٠٨٦٥لعام  ٠١القانون رقم 
ة بموجب القانون رقم در طلاق الصاالقانونية ضد الزوجات بسبب قرارات غير قابلة للتنفيذ في قضايا ال
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، ويتمتعون بحقوق زوجة الطفل.العيش بدنياً وعقلياً 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang Masalah 

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-undang Perkawinan adalah 

ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami 

istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan 

kekal berdasarkan Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah suatu 

perjanjian yang suci kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah anatara 

seorang laki-laki dengan seorang perempuan membentuk keluarga yang 

kekal, santun menyantuni, kasih mengasihi, aman tentram dan kekal.1 Setiap 

manusia yang hidup bersama dalam suatu ikatan perkawinan pasti 

mendambakan agar keluarga yang mereka bina dapat berjalan secara 

harmonis dan selalu diridhoi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Dalam ketentuan 

pasal 113 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum 

Islam, sebuah perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas 

keputusan pengadilan. Perceraian ialah pengakhiran suatu pernikahan 

karena keputusan hakim. Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak 

dapat dicapai dengan suatu persetujuan ke-2 belah pihak.2 

Perceraian (baik cerai talak juga cerai gugat), merupakan salah satu 

jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam perkara 

yang ditangani di Peradilan Agama yang memberikan adanya upaya serius 

                                                             
1 Abdul Thalib, Hukum Keluarga Dan Perikatan (Pekanbaru: UIR Press, 2007), 11. 
2 Subekti dan Tjitosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 

2008), 51. 
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dalam memerhatikan perlindungan terhadap kepentingan perempuan dan 

anak. Isu yang tak jarang muncul ada pada 2 jenis perkara di atas adalah 

somasi mengenai nafkah (baik nafkah madliyah, nafkah anak, nafkah iddah, 

dan nafkah lainnya).3 Selain isu tentang pemenuhan kebutuhan dasar, 

putusan atas somasi-somasi tersebut juga berkaitan langsung dengan upaya 

melindungi kepentingan-kepentingan, harkat, serta martabat wanita dan 

anak.4  

Peradilan Agama sebagai salah satu pelaksana kekuasaan 

kehakiman dihadapkan pada dua tanggungjawab. Pertama, Peradilan 

Agama dituntut untuk menegakkan aturan dan keadilan dengan sebaik-

baiknya. Peradilan Agama dituntut untuk menerapkan aturan atas perkara 

in-concreto dengan memerhatikan fakta-fakta yang relevan dan 

menentukan. Pada sisi ini, Peradilan Agama dituntut untuk menerapkan 

aspek-aspek normatif dari hukum. Kedua, Peradilan Agama juga dituntut 

untuk memerhatikan secara lebih serius kepentingan perempuan dan anak 

yang “umumnya” menjadi korban dari persengketaan yang terjadi dalam 

lingkup keluarga. Hakim-hakim Peradilan Agama dituntut mempunyai 

kejelian luar biasa serta kepekaan terhadap ketidakadilan yang dihadapi oleh 

perempuan serta anak yang menjadi korban dari sikap suami/ayah yang 

telah melalaikan tanggung jawabnya. Putusan-putusan yang lahir dari 

                                                             
3 Subekti dan Tjitosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 

2008), 51. 
4 Subekti dan Tjitosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 51. 
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kasus-kasus tersebut diharapkan bisa memberi solusi yang cepat serta tepat 

bagi kaum perempuan dan anak.5 

Sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 

2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno kamar Mahkamah 

Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Di Pengadilan 

huruf C poin 1 yang menentukan bahwa untuk memberikan hak-hak 

perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian 

dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum 

pengucapan ikrar talak.6 Berdasarkan SEMA RI tersebut Majelis Hakim 

dalam amar putusan rekonvensi biasanya sekaligus akan memerintahkan 

suami untuk membayar kewajiban sebelum suami menjatuhkan ikrar talak 

di depan sidang Pengadilan Agama.  

Dalam prakteknya setelah suami diberikan ijin untuk menjatuhkan 

ikrar talak, yang disertai dengan pengabulan seluruh atau sebagian gugatan 

rekonvensi dari istri, ada upaya menghindar dari pihak suami yang merasa 

kalah dalam gugatan rekonvensi dengan cara tidak melaksanakan hak ikrar 

talak yang telah diberikan oleh pengadilan melalui putusan yang telah 

mempunyai kekuatan hukum tetap. Upaya suami menghindar dari 

kewajiban yang telah ditetapkan khususnya untuk pembayaran sejumlah 

uang akan terlihat pada saat sidang pengucapan ikrar talak, suami berkilah 

belum bisa melaksanakan isi putusan dengan alasan belum siap atau belum 

                                                             
5 Subekti dan Tjitosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, 52. 
6 Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno. 
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memiliki uang, atau bahkan suami menyatakan tidak akan menggunakan 

haknya untuk ikrar talak karena tidak bisa memenuhi isi putusan. Pemberian  

ijin ikrar talak yang disertai dengan pembebanan kewajiban terhadap suami 

melalui putusan yang telah berkekuatan hukum tetap akan menjadi gugur 

jika suami tidak mengucapkan ikrar talak dalam tempo 6 (enam) bulan 

terhitung sejak putusan Pengadilan Agama tentang izin ikrar talak baginya 

dan ikatan perkawinanya tetap utuh.7 

Berdasarkan penjelasan tersebut, ketika eksekusi ditetapkan oleh 

hakim pada suatu penetapan menjadi Non executable, maka eksekusi tidak 

bisa dijalankan sesudah adanya penetapan putusan Non executable tersebut 

masih dapat mengajukan upaya hukum kasasi ke Mahkamah Agung. 

Adapun putusan ini disebut Non Executable disebabkan oleh eksekusi yang 

tidak bisa dijalankan (non-executable) diantaranya ditetapkan dalam hal:8 

a. Harta kekayaan tereksekusi tidak terdapat disuami disebabkan 

hanya seorang supir 

b. Putusan bersifat deklaratoir 

c. Barang objek eksekusi berada di tangan pihak ketiga 

d. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga 

Hal ini sebagaimana terjadi pada salah satu putusan hakim nomor 

3890/Pdt.G/2020 tertanggal 23 November 2020 yang didaftarkan pada 

register perkara Peradilan Agama Kabupaten Kediri, yang mana dalam 

                                                             
7 Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno. 
8 M. Yahya Harahap, Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata (bab 12) (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), 6. 
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putusan ini menerangkan bahwa pemohon tidak tahan lagi mempertahankan 

rumah tangganya dan ingin mengakhiri dengan perceraian. Pemohon telah 

sering membohongi dan menipu Termohon, Pemohon telah berhubungan 

dengan beberapa wanita lain, bahkan telah menikah sirri dengan wanita lain 

tanpa sepengetahuan Termohon. Hal itulah yang menyebabkan Rumah 

Tangga Termohon dengan Pemohon tidak Harmonisi.9 Bahwa terhadap 

permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara Konvensi 

tersebut, pada dasarnya Termohon tidak berkeberatan/setuju untuk bercerai 

dengan Pemohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi diantara keduanya 

namun Termohon selain meminta pertimbangan hukum secara adil dan 

benar berdasarkan syari’at Islam, maka Termohon pula mohon 

perlindungan hukum tentang hak-hak yang patut dan layak bagi Termohon 

sebagai isteri berdasarkan hukum, jika permohonan Pemohon tadi akan 

dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa serta mengadili dalam 

perkara ini.  

Sebagaimana dalam putusannya, pemohon menerima dan 

mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi/termohon 

konvensi secara keseluruhan dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar 

talak diucapkan oleh tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim 

pemeriksa perkara ini. Akan  tetapi pada saat pengucapan ikrar talak 

pemohon tidak hadir dalam persidangan, hal ini menyebabkan kekuatan 

putusan yang kemudian gugur tersebut membawa dampak atau akibat 

                                                             
9 Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr 



6 
 

 

hukum bagi gugatan rekonvensi istri yang telah dikabulkan oleh majelis 

hakim menjadi gugur pula, isi putusan gugatan rekonvensi menjadi non 

executable atau tidak dapat dilaksanakan dan tidak bisa membayar nafkah 

karena hanya supir yang penghasilan dibawah UMR.10 

Berdasarkan latar belakang tersebut, istri merupakan pihak yang 

lemah dari sisi hukum perlu mendapatkan perlindungan untuk 

mempertahankan hak-haknya kembali. Oleh sebab itu penulis merasa perlu 

untuk mengkaji dan mengulas lebih lanjut mengenai perkara tersebut, untuk 

mengetahui bagaimana upaya dan perlindungan hukum terhadap putusan 

non executable dalam perkara cerai talak pada putusan nomor 

3890/Pdt.G/PA.Kab.Kdr dan menganalisisnya menggunakan Kompilasi 

Hukum Islam dan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang diatas maka dapat ditarik menjadi suatu 

rumusan yakni sebagai berikut: 

1. Bagaimana upaya hukum terhadap Putusan Non Executable 

pada perkara Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr? 

2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri akibat 

putusan Non Executable dalam perkara cerai talak? 

                                                             
10 Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr 
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C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui upaya hukum terhadap Putusan Non Executable pada 

perkara Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. 

2. Mengetahui perlindungan hukum terhadap istri akibat putusan Non 

Executable dalam perkara cerai talak. 

 

D. Manfaat Penelitian 

Manfaat penelitian berisi tentang kontribusi apa yang akan diberikan 

setelah selesai melakukan penelitian. Kegunaan yang bersifat teoritis dan 

kegunaan praktis, seperti kegunaan bagi penulis, instansi dan masyarakat 

secara keseluruhan, adapun manfaat yang diharapkan dengan adanya 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Manfaat Teoritis 

a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan 

kontribusi bagi khasanah pembangunan ilmu pengetahuan 

khususnya dalam bidang hukum Tentang adanya Putusan 

Pengadilan Agama Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr 

putusan Non Executable Perkara Cerai Talak. 

b. Memberikan informasi atau pemahaman mengenai adanya 

Putusan Pengadilan Agama Nomor 

3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr mengenai putusan Non 

Executable Perkara cerai talak. 
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2. Manfaat Praktis 

a. Penelitian ini diharapkan mampu mengembangkan 

penalaran dan membentuk pola pikir, sehingga dapat 

mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu 

yang diperolehnya. Serta sebagai persyaratan untuk 

meraih gelar Sarjana Hukum. 

b. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat 

kepada penelitian selanjutnya. 

c. Diharapkan dapat bermanfaat sebagai acuan bagi kalangan 

Mahasiswa, dan Masyarakat. 

 

E. Definisi Operasional 

Definisi operasional bertujuan untuk mengarahkan kepada maksud 

dan tujuan penelitian, serta menghindari adanya kerancuan makna, 

diantaranya ialah: 

1. Permohonan adalah suatu perkara yang diajukan oleh 

seseorang ke pengadilan agama yang di dalamnya tidak 

terdapat sengketa, serta pihaknya hanya satu orang.11 

Permohonan ini diajukan hanya pada perkara volunteer ialah 

perkara yang tidak ada lawan, seperti perkara permohonan 

pengesahan anak, permohonan dispensasi nikah, 

                                                             
11 Afandi, Hukum Acara Peradilan Agama Dalam Teori dan Praktik (Malang: Setara Press, 2019), 

90. 
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permohonan penetapan waris, permohonan itsbat nikah, dan 

sebagainya.12 

2. Non Executable ialah suatu pernyataan  oleh hakim, sebagai 

pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu, diucapkan 

di persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri atau 

menuntaskan suatu perkara atau sengketa antara para pihak. 

13 Tujuan akhir dari proses pengadilan ialah untuk 

memperoleh putusan hakim yang memiliki kekuatan hukum 

tetap, pada arti kata suatu yang tidak diubah lagi.14 Putusan 

yang bisa dilaksanakan adalah putusan yang bernilai 

eksekusi, sedangkan putusan yang tidak bernilai eksekusi 

(non executable) yang dianggap dengan putusan yang tidak 

dapat dilaksanakan secara sempurna, penanganannya akan 

berbeda dengan putusan yang bernilai eksekusi. 

3. Kompilasi Hukum Islam adalah sekumpulan dari berbagai 

ketentuan hukum Islam yang disusun secara sistematis dan 

teratur yang terdiri dari 229 pasal yang terklarifikasikan ke 

dalam tiga buku yaitu : Buku I tentang Perkawinan yang 

terdiri atas 19 bab dan 170 pasal, buku II Kewarisan yang 

                                                             
12 Reza Fitra Ardhian, Satrio Anugrah, Setyawan Bima, “Poligami dalam Hukum Islam dan Hukum 

Positif Indonesia serta Urgensi Pemberian Izin Poligami di Pengadilan Agama”, Privat Law Vol.III 

No.2 (Juli-Desember 2015): 100. 
13 Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara (Jakarta: Rajawali Press, 2010), 

142.  
14 Sudikno Mertokusumo, Hukum Acara Perdata (Yogyakarta: Liberty, 1988), 175-177. 
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terdiri atas 6 bab dan 43 pasal, dan buku III tentang 

perwakafan yang terdiri dari 5 bab dan 12 pasal.15 

 

F. Metode Penelitian 

Menurut Soetandyo Wignyosoebroto metode penelitian adalah 

seluruh upaya untuk mencari dan menemukan jawaban yang benar (right 

answer)  dan/ atau jawaban yang tidak benar (tru answer) mengenai suatu 

permasalahan. Untuk menjawab segala macam permasalahan hukum 

diperlukan hasil penelitian yang cermat, berketelandalan, dan sahih untuk 

menjelaskan dan menjawab permasalahan yang ada.16 

1. Jenis Penelitian 

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis 

normatif, yaitu penelitian hukum yang mengkaji asa-asas, 

norma-norma, dan aturan-aturan hukum yang relavan 

dengan tema utama upaya hukum terhadap putusan  Non 

Executable pada perkara cerai talak studi putusan Nomor 

3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr. Pada Putusan dari Pengadilan 

Agama tentang Gugatan mengenai nafkah (baik nafkah 

madliyah, nafkah anak, nafkah iddah, dan nafkah lainnya). 

Selain isu mengenai pemenuhan kebutuhan dasar, putusan 

atas gugatan-gugatan tersebut juga berkaitan langsung 

                                                             
15 Asriati, “Pembaharuan Hukum Islam dalam Terapan dan Perundang-Undangan di Indonesia” 

Jurnal Hukum Diktum Vol.10 No.1 (Januari 2012): 26. 
16 Zainuddin Ali,  Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 18. 
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dengan upaya melindungi kepentingan-kepentingan, harkat, 

dan martabat perempuan dan anak.17 

2. Pendekatan Penelitian 

Penelitian ini menerapkan pendekatan case approach 

atau pendekatan kasus, yakni suatu pendekatan yang 

diimplementasikan dengan mengkaji secara mendalam atas 

kasus-kasus yang memiliki keterkaitan dengan topik atau isu 

hukum penelitian yang berupa putusan hakim pengadilan 

yang telah berkekuatan hukum tetap.18 Fokus bahasan pada 

pendekatan ini berupa putusan Hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Kediri pada putusan nomor 

3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr yang telah berkekuatan 

hukum tetap. 

Adapun kasus yang ditelaah penulis dalam penelitian 

ini yakni berupa putusan Hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Kediri pada putusan nomor 

3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr yang telah berkekuatan 

hukum tetap dan menganalisis upaya hukum dan 

perlindungan hukum terhadap istri dalam perkara tersebut 

dengan meninjaunya menggunakan Kompilasi Hukum Islam 

                                                             
17 Soerjono Soekanto dan Sri Mamuji,  Penelitian Hukum Normatif  Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta 

: Raja Grafindo Persada, 2010) , 13-14. 
18 Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum (Jakarta: Prenadamedia Group, 2019), 134. 
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dan Undang-undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan. 

3. Sumber Bahan Hukum 

Bahan hukum merupakan sumber penelitian yang 

digunakan peneliti untuk memecahkan permasalahan yang 

menjadi isu hukum penelitian dan untuk memberikan 

preskripsi terkait isu yang dihadapi peneliti. Sumber bahan 

hukum penelitian ini mencakup dua sumber diantaranya 

yaitu: 

a. Bahan Hukum Primer 

Bahan hukum primer adalah bahan utama yang 

menjadi sumber penelitian yang memiliki otoritas19, 

yang meliputi: 

1) Putusan Hakim Pengadilan Agama Kabupaten Kediri 

pada nomor putusan 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr. 

2) UU  RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan; 

3) Kompilasi Hukum Islam. 

4) Dan Peraturan Perundang-Undangan Lainnya. 

b. Bahan Hukum Sekunder 

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum 

yang menunjang keberadaan bahan hukum primer yang 

berupa jurnal-jurnal, buku teks, dokumen-dokumen 

                                                             
19 Marzuki, Penelitian Hukum, 181. 



13 
 

 

hukum serta literarur lainnya yang telah dipublikasikan 

dan tidak termasuk dokumen resmi.20 Metode 

Pengumpulan Bahan Hukum 

Teknik pengumpulan bahan hukum dalam penelitian 

ini adalah metode dokumentasi, yaitu berupa putusan dari 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, Kompilasi Hukum 

Islam, Undang-Undang Dasar, Undang-Undang RI No. 39 

Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang 

RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, buku, jurnal, 

karya ilmiah. 

4. Metode Pengelolahan Bahan Hukum 

Pengolahan bahan hukum pada penelitian ini yakni 

dengan menggunakan beberapa tahap metode, diantaranya 

yaitu: 

a. Editing 

Pemeriksaan data dalam hal ini merupakan 

langkah awal pada proses pengolahan bahan hukum. 

Pada proses ini peneliti memeriksa kembali data-data dan 

informasi-informasi yang telah diperoleh oleh penulis 

dari berbagai sumber bahan hukum yang telah terkumpul 

dan juga memeriksa apakah bahan-bahan hukum yang 

telah terkumpul telah sesuai atau belum dengan bahasan 

                                                             
20 Marzuki, Penelitian Hukum, 181 
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penelitian yang menjadi isu hukum penelitian ini, yakni 

upaya hukum terhadap putusan Non executable pada 

perkara cerai talak pada putusan nomor  

3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr 

b. Classifying 

Proses selanjutnya yaitu pengelompokan data, 

yakni suatu tahapan yang dilakukan peneliti dengan 

mengklasifikasikan beberapa data atau bahan hukum 

yang diperoleh sesuai dengan jenis tertentu dan 

kebutuhan si peneliti. Hal ini bertujuan agar data atau 

bahan hukum yang telah diklarifikasikan dapat dicerna 

dan dipahami dengan mudah, serta dapat mempermudah 

tahapan metode pada proses selanjutnya yang mana 

dalam hal ini berupa putusan Hakim Pengadilan Agama 

Kabupaten Kediri dengan nomor putusan 

3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr sebagai bahan hukum 

yang utama,  pada perlindungan hukum terhadap istri 

akibat cerai talak degan adanya ketentuan Undang-

Undang Dasar, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan, serta literatur tertulis 

lainnya sebagai bahan-bahan penunjang. 
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c. Verifying 

Pada proses ini peneliti melakukan pemeriksaan 

ulang pada bahan-bahan hukum yang telah terkumpul 

dan telah diklasifikasikan dengan tujuan agar bahan-

bahan hukum tersebut dapat diketahui validitasnya dan 

benar-benar telah sesuai dengan isu hukum yang menjadi 

bahasan penelitian, sehingga hasil dari penelitian ini 

dapat dipertanggungjawabkan dan dapat selaras dengan 

realita yang terjadi, yang meliputi putusan Hakim 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri pada nomor 

putusan 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, pada 

perlindungan hukum terhadap istri akibat cerai talak 

degan adanya ketentuan Undang-Undang Dasar, 

Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi 

Manusia, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 

Tentang Perkawinan. 

d. Analyzing 

Tahapan selanjutnya yakni penulis melakukan 

analisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah 

terkumpul, diklasifikasikan, dan diverikasi untuk 

kemudian diinterpretasikan kepada uraian dan 

penjelasan-penjelasan yang lebih mudah untuk ditelaah 
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dan dipahami pada perlindungan hukum terhadap istri 

akibat cerai talak degan adanya ketentuan Undang-

Undang Dasar, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 

Tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 

e. Concluding 

Proses ini merupakan tahap akhir dari suatu 

penelitian, yang mana dalam hal ini peneliti membuat 

suatu kesimpulan dari serangkain proses penelitian yang 

telah dilakukan. Sehingga, dari hal ini penulis akan 

menyusun sebuah jawaban sebagai hasil pemecahan 

masalah dari isu hukum yang telah dikaji dan dianalisis, 

yang kemudian akan menjadi kesimpulan akhir dari 

suatu penelitian pada upaya dan perlindungan hukum 

terhadap istri pada putusan Non executable dalam 

perkara  cerai talak pada putusan nomor 

3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr, serta analisis Kompilasi 

Hukum Islam dan dengan ketentuan Pasal 38 Undang-

undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. 

 

G. Penelitihan Terdahulu 

Setelah penulis menelaah karya ilmiah yang ada, baik dari buku, 

jurnal, internet, dan beberapa penelitian dan skripsi yang ada dari berbagai 
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Universitas, peneliti menemukan beberapa skripsi atau penelitian yang 

memiliki kesamaan atau hampir sama substansinya, akan tetapi berbeda 

fokus kajian, dan perspektif kajian yang terkait. Adapun penelitian tersebut 

diantaranya: 

Pertama, Silfana Dali, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama 

Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca Perceraian”, UIN Manado, 2020. 

Perbedaan terdapat metode penelitian yang berbeda dan penelitiannya lebih 

ke putusan Non executable21. Hasil Penelitian adalah nafkah anak, walaupun 

tidak tertera dalam isi surat gugatan maka mantan istri harus bertemu 

dengan mantan suami guna untuk membicarakan tentang nafkah anak 

sehingga suami mempunyai rasa tanggung jawab yang besar menafkahi 

anaknya, akan tetapi mantan istri harus membuat perjanjian secara tertulis 

atau melalui notaris sehingga adanya kesepakatan bahwa mantan suami siap 

menafkahi anaknya walupun tidak ada dalam putusan pengadilan. 

Kemudian jika mantan suami melalaikan perjanjian yang telah disepakati 

kurun waktu 1-3 tahun maka mantan istri boleh mengajukan tuntutan baru 

ke pengadilan atas kelalaian nafkah anak tersebut, sehingga pengadilan akan 

memproses dan mantan suami akan dipanggil oleh pihak pengadilan untuk 

dimintai pertanggungjawaban atas kelalaian tersebut. Mantan suami akan 

dijatuhi hukuman denda sesuai pertimbangan hakim pengadilan agama. 

Persamaan tidak menafkahi anak setelah perceraian. 

                                                             
21 Silfana Dali, “Pandangan Hakim Pengadilan Agama Terhadap Kelalaian Nafkah Anak Pasca 

Perceraian”(Undergraduate thesis, Universitas Islam Negeri Manado, 2020), 60. 



18 
 

 

Kedua, Heppy Indah Hapsari, “Studi Putusan yang Tidak Dapat 

Dieksekusi (Non executable) dalam Perkara Perdata (Studi Putusan Nomor 

16/Pdt.Plw/2014/PN.KdI)”.22 Perbedaan Alasan Hakim Menyatakan Suatu 

Putusan Perkara Perdata Tidak Dapat Dieksekusi (Non executable) dalam 

putusan nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl adalah tanah yang telah diletakkan 

sita eksekusi salah objek, karena tanah tersebut tidak ada kaitannya dengan 

perkara. Kesalahan peletakkan sita eksekusi terjadi dikarenakan hakim 

Pengadilan Negeri Kendal yang memutus perkara dalam amar putusannya 

salah menetapkan objek sengketa. Alasan Non executable tidak diatur 

secara langsung dalam HIR/Rbg, alasan tersebut diatur dalam Buku II : 

Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan 

Perdata Khusus. Akibat hukum putusan perkara perdata yang dinyatakan 

tidak dapat dieksekusi (Non executable) oleh hakim Pengadilan Negeri 

Kendal dalam putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl adalah eksekusi 

harus dihentikan karena alasan salah objek (error in objecto). Suatu putusan 

yang didalamnya terdapat salah objek (error in objecto) mengakibatkan 

kekuatan eksekutorial pada putusan tersebut hilang, maka berdasarkan Pasal 

231 RBg terhadap tanah yang salah diletakkan eksekusi hakim harus 

memerintahkan agar sita eksekusi di Non executable diangkat dan 

selanjutnya statusnya dikembalikan seperti semula yaitu milik 

Sulistyaningsih. Persamaan menganalisis perkara putusan. 

                                                             
22 Heppy Indah Hapsari, “Studi Putusan yang Tidak Dapat Dieksekusi (Non Exsekutable) dalam 

Perkara Perdata: Studi Putusan Nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.KdI” Jurnal Verstek: Bagian Hukum 

Acara Universitas Sebelas Maret Vol. 6 No. 2 (2018): 1.  
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Ketiga, Wildan Sirojuddin, “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian 

dalam Putusan Cerai Talak (Studi Kasus di Pengadilan Agama Ngawi), 

IAIN Surakarta, 2020).23 Perbedaan adalah metode penelitiannya dan 

penelitian terbaru memilih Non executable dalam Putusan Pengadilan 

Agama. Persamaannya adalah sama- meneliti kasus perceraian . Hasil 

Penelitian SEMA tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau aturan 

yang lebih tinggi kedudukannya karena SEMA tersebut juga digunakan 

untuk menjamin terlaksannya Pasal 41 UU RI No. 1 tahun 1974 tentang 

perkawinan dan pasal 149 KHI khususnya dalam masalah Akhibat 

perceraian. Sidang ikrar talak pihak suami dikasih waktu 6 (enam) bulan 

lamanya untuk mengucapkan ikrar talaknya di hadapan persidangan, jika 

dalam kurun waktu 6 (enam) bulan tersebut suami tidak hadir atau tidak 

diwakilkan untuk melaksanakan ikrrar talak di depan sidang maka perkara 

tersebut gugur begitu juga dengan putusannya. Perkara tersebut bisa 

diajukan kembali dengan alasan yang berbeda. Jika perkara tersebut gugur 

begitupun dengan putusan tersebut maka status perkawinan masih berlanjut 

dan pihak istri tidak mendapatkan nafkah istri pasca perceraian. Persamaan 

membahas tentang nafkah setelah cerai. 

Keempat, Syamsul Bahri, “Jurnal Konsep Nafkah dalam Hukum 

Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law, 2015.24 Perbedaan 

Pemberian nafkah merupakan sebuah kewajiban dan tanggung jawab yang 

                                                             
23 Wildan Sirojuddin, “Eksekusi Nafkah Istri Pasca Perceraian dalam Putusan Cerai Talak: Studi 

Kasus di Pengadilan Agama Ngawi” ( Undergraduate thesis, IAIN Surakarta, 2020) :13 
24 Syamsul Bahri, “Jurnal Konsep Nafkah dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic 

Law” Kanun Jurnal Ilmu Hukum: Konsep Nafkah dalam Hukum Islam No. 6 (2015): 397. 



20 
 

 

tidak boleh dilanggar dan harus dipenuhi oleh suami bagi istrinya dan orang 

tua terhadap anaknya. Kewajiban nafkah ini diatur dalam hukum Islam 

sebagaimana yang termuat dalam surat al Baqarah: 233 dan juga al Hadits. 

Ada tiga sebab dalam hal menafkahi, yaitu karena kekerabatan/keturunan, 

kepemilkan dan perkawinan. Adapun pemenuhan nafkah yang menjadi 

belanja tersebut adalah berupa kebutuhan pokok, seperti makan, tempat 

tinggal, pendidikan dan lainnya. Menyangkut kadar ataupun ukuran nafkah 

yang harus dipenuhi oleh orang tua ataupun suami tidak ada yang pasti, 

karena hal tersebut harus dilihat dari kemampuan si pemberi nafkah. 

Persamaan membahas nafkah setelah cerai dalam hukum keluarga islam. 

Tabel 

Penelitian Terdahulu 

No. Nama Peneliti Perbedaan Persamaan 

1. Silfana Dali, “Pandangan 

Hakim Pengadilan Agama 

Terhadap Kelalaian Nafkah 

Anak Pasca Perceraian”, 

UIN Manado, 2020. 

Pada penelitian terdahulu 

lebih fokus tentang meneliti 

tentang kelalaian  nafkah 

anak melakui pandangan 

hakim. Sedangkan 

penelitian ini meneliti 

tentang Non Executable 

dari Putusan Pengadilan 

Agama. 

Tidak 

menafkahi 

anak setelah 

perceraian. 

 

2. Heppy Indah Hapsari, 

“Studi Putusan yang Tidak 

Dapat Dieksekusi (Non 

Exsekutable) dalam Perkara 

Perdata (Studi Putusan 

Nomor 

16/Pdt.Plw/2014/PN.KdI)” 

Pada penelitian terdahulu 

lebih fokus tentang Tidak 

Dapat Dieksekusi (Non 

Exsekutable) dalam putusan 

nomor 

16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl 

adalah tanah yang telah 

diletakkan sita eksekusi 

salah objek, karena tanah 

tersebut tidak ada kaitannya 

dengan perkara. Sedangkan 

penelitian ini meneliti 

Menganalisis 

perkara 

putusan. 
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tentang Non Executable 

dari Putusan Pengadilan 

Agama. 

3. Wildan Sirojuddin, 

“Eksekusi Nafkah Istri 

Pasca Perceraian dalam 

Putusan Cerai Talak (Studi 

Kasus di Pengadilan Agama 

Ngawi), IAIN Surakarta, 

2020). 

Pada penelitian terdahulu 

lebih fokus tentang 

Pelaksanaan Putusan cerai 

talak, mengenai nafkah istri 

pasca perceraian lebih di 

dahulukan dari pada 

pengucapan ikrar talaknya 

itu di dasarkan pada SEMA 

no 1 tahun 2017 tentang 

Pemberlakuan Rumusan 

Hasil Rapat Pleno Kamar 

Mahkamah Agung tahun 

2017 Sebagai Pedoman 

Pelaksanaan Tugas Bagi 

Pengadilan yang 

didalamnya meyebutkan 

bahwa untuk pembayaran 

Nafkah istri pasca 

perceraian dibayarkan 

sebelum ikrar talak. 

Sedangkan penelitian ini 

meneliti tentang Non 

Executable dari Putusan 

Pengadilan Agama. 

Membahas 

tentang 

nafkah 

setelah cerai. 

 

4. Syamsul Bahri, “Konsep 

Nafkah dalam Hukum Islam 

Conjugal Need Concept in 

Islamic Law, 2015. 

Pada penelitian terdahulu 

lebih fokus tentang 

Pemberian nafkah 

merupakan sebuah 

kewajiban dan tanggung 

jawab yang tidak boleh 

dilanggar dan harus 

dipenuhi oleh suami bagi 

istrinya dan orang tua 

terhadap anaknya. 

Kewajiban nafkah ini diatur 

dalam hukum Islam 

sebagaimana yang termuat 

dalam surat al Baqarah: 233 

dan juga al Hadits. 

Sedangkan penelitian ini 

meneliti tentang Non 

Executable dari Putusan 

Pengadilan Agama. 

Membahas 

nafkah 

setelah cerai 

dalam hukum 

keluarga 

islam. 
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H. Sistematika Penulisan 

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur yang dimulai 

dari bab pendahuluan sampai bab penutup, format penulisan pada 

sistematika pembahasan adalah dalam bentuk deskriptif naratif. 

BAB I Dimulai dari pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, 

rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika 

pembahasan. 

BAB II Diuraikan tentang tinjauan pustaka. Pada bab ini penulis 

akan menjelaskan terkait kewenangan peradilan, perceraian menurut 

Undang-Undang Perkawinan, Kekuatan Hukum Dalam Putusan, dan 

Nafkah. 

BAB III Hasil penelitian dan pembahasan, pada bab ini penulis akan 

menjelaskan mengenai hasil dari analisis penelitian terhadap permasalahan 

yang akan diteliti. 

BAB IV Penutup, yang mana dalam hal ini menjelaskan kesimpulan 

dan saran. kesimpulan menyajikan secara ringkas seluruh penemuan 

penelitian yang sudah dikaji sebagaimana yang tertuang dalam rumusan 

masalah. Adapun saran merupakan suatu anjuran yang dihasilkan dari 

penelitian ini yang ditunjukan kepada para pihak yang memiliki keterkaitan 

dengan topik penelitian ini untuk menciptakan kebaikan masyarakat luas 

dan menjadi pandangan baru bagi penelitian yang akan datang. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

Guna menjawab permasalahan dalam penelitian ini, maka perlu adanya 

beberapa tinjauan pustaka guna menganalisis fokus permasalahan dalam penelitian 

ini, diantaranya sebagai berikut: 

A. Kewenangan Peradilan 

Konstitusi Indonesia menegaskan bahwa Indonesia adalah 

negara yang berdasarkan atas hukum (rechtsstaat). Pasal 1 ayat (3) 

Undang-Undang Dasar 194525 menyebutkan dengan tegas bahwa 

Negara Indonesia adalah negara hukum. Kekuasaan lazim dikenal 

dengan sebutan kewenangan mengadili atau kompetensi. Sedangkan 

pengadilan khusus adalah pengadilan yang mempunyai kewenangan 

untuk memeriksa, mengadili dan juga memutus perkara26 tertentu yang 

hanya dapat dibentuk pada salah satu lingkungan badan peradilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung yang diatur dalam undang-undang. 

Badan-badan peradilan tersebut mempunyai wewenang masing-masing 

dalam menerima, memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan suatu 

perkara. 

Kompetensi juga bisa disebut dengan yuridiksi, yang di dalam 

lingkungan kekuasaan kehakiman berarti kewenangan pengadilan untuk 

mengadili atau pengadilan yang berwenang mengadili sengketa tertentu 

                                                             
25 Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945 
26 Suherman, “Kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia” Al-maslahah: jurnal 

hukum Islam dan pranata social Islam Vol. 5 No. 09 (2017): 676. 
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sesuai dengan ketentuan yang digariskan peraturan perundang-

undangan. Dalam hal ini, dibedakan menjadi 2 wewenang pengadilan, 

yaitu kompetensi multak atau kewenangan absolut serta kompetensi 

relatif atau wewenang nisbi. 

Kewenangan mutlak atau kewenangan absolut adalah wewenang 

badan pengadilan dalam memeriksa jenis perkara tertentu secara mutlak 

yang tidak dapat diperiksa oleh badan pengadilan lain, baik dalam 

lingkungan pengadilan yang sama (pengadilan negeri dengan 

pengadilan tinggi) ataupun juga dalam lingkungan peradilan yang lain 

(pengadilan negeri dengan pengadilan agama).27 Kewenangan absolut 

ini juga disebut sebagai atribusi kekuasaan kehakiman. Putusan yang 

dijatuhkan oleh Pengadilan pada suatu perkara yang secara absolut tidak 

berwenang memeriksa serta mengadilinya maka putusan perkara 

tersebut batal demi hukum. Sedangkan kompetensi relatif atau 

kewenangan nisbi adalah kewenangan yang berasal dari badan peradilan 

sejenis dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara atas dasar letak 

atau lokasi wilayah hukumnya. 

Badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung 

mencakup badan peradilan dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan 

lingkungan peradilan tata usaha negara. 4 badan peradilan tersebut, 

memiliki kompetensi absolut yang berbeda antara satu badan peradilan 

                                                             
27 Suherman, “Kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia” 677. 
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dengan badan peradilan yang lain. Masing-masing badan peradilan yang 

berada di bawah Mahkamah Agung memiliki kewenangan mengadili 

berbeda-beda, yaitu:28 

1. Peradilan Umum memiliki kewenangan untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

2. Peradilan Agama memiliki kewenangan untuk memeriksa, 

mengadili, memutus, dan menyelesaikan perkara antara 

orang-orang yang beragama Islam sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

3. Peradilan Militer memiliki kewenangan untuk memeriksa, 

mengadili, dan memutus perkara tindak pidana militer sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

4. Peradilan Tata Usaha Negara memiliki kewenangan untuk 

memeriksa, mengadili, memutus, dan menyelesaikan 

sengketa tata usaha negara sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

Namun demikian, pada sisi lain norma hukum arbitrase juga 

menganut standar ganda. Putusan arbitrase yang jelas kedudukan, status 

keberadaan, serta kekuatan hukumnya, secara tegas diposisikan sebagai 

putusan yang masih sangat tergantung pada kewenangan Pengadilan 

                                                             
28 Suherman, “Kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia,” 677. 



26 
 

 

Negeri. Sejumlah indikasi megenai hal ini sangat mudah dijumpai dalam 

undang-undang arbitrase. Beberapa diantara nya sebagai berikut:29 

a. Pertama, putusan arbitrase nasional maupun 

internasional hendak dilaksanakan/dieksekusi, 

disyaratkan terlebih dahulu lembar asli atau autentik 

putusan tersebut untuk diserahkan dan didaftarkan oleh 

arbiter atau kuasanya kepada panitera Pengadilan 

Negeri. Khusus untuk putusan arbitrase internasional, hal 

itu harus dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 

b. Kedua, putusan arbitrase nasional yang tidak memenuhi 

ketentuan penyerahan dan pendaftaran putusan, 

berakibat putusan tersebut tidak dapat dilaksakan. 

c. Ketiga, putusan arbitrase nasional yang tidak 

dilaksanakan secara sukarela oleh para pihak, putusan 

tersebut dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua 

Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. 

d. Keempat, khusus untuk putusan arbitrase internasional, 

putusan dapat dilaksanakan di Indonesia setelah 

memperoleh eksekuatur dari Ketua Pengadilan Negeri 

Jakarta Pusat. 

Menyimak keempat indikator di atas, tidak ada keraguan sama 

sekali apabila putusan arbitrase secara normatif sesungguhnya telah 

                                                             
29 Suherman, “Kedudukan dan kewenangan peradilan agama di Indonesia,” 678. 
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ditempatkan dalam posisi tidak sejajar dengan putusan hakim. Itu berarti 

kaidah hukum arbitrase telah mengukuhkan ambivalensi norma. 

Disadari atau tidak norma semacam itu telah membawa akibat cukup 

serius terhadap status hukum serta eksistensi putusan arbitrase. Oleh 

karena satu sisi, para pihak yang bersengketa menganggap putusan 

arbitrase sebagai putusan yang final, mempunyai kekuatan hukum tetap, 

dan mengikat mereka. Sangat wajar dan beralasan apabila para pihak 

menganggap putusan semacam itu telah memiliki kekuatan eksekutorial 

atau kekuatan untuk di eksekusi. 

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, nafkah yang di 

berikan setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, apalagi 

dalam fakta-fakta putusan tersebut dapat dilihat itikad-itikad buruk 

suami. Dapat juga dilihat dalam prakteknya di masyarakat banyak suami 

yang tidak mau membayarkan kewajibannya. Akibatnya mantan istri dan 

anak-anaknya terlantar serta istri harus bekerja keras untuk membiayai 

hidupnya dan anak-anaknya. Sehingga wujud perlindungan hukum 

terhadap istri sebenarnya belum terakomodir secara menyeluruh dan 

konkrit. 

 

B. Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan 

Istilah cerai menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan 

dengan pisah atau putus. Dalam istilah agama Sayyid Sabiq 

mendefinisikan “talak” adalah upaya melepaskan ikatan perkawinan atau 
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selesainya ikatan perkawinan.30 Kata “perceraian” termuat dalam Pasal 

38 UU RI No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat 

ketentuan fakultatif bahwa: “Perkawinan dapat putus sebab kematian, 

perceraian, dan atas putusan pengadilan”. Istilah perceraian berdasarkan 

UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagai aturan hukum 

positif di Indonesia tentang perceraian menunjukkan adanya: 

1. Tindakan hukum yang dilakukan oleh suami atau istri untuk 

memutus ikatan perkawinan di antara mereka. 

2. Peristiwa hukum yang memutuskan ikatan suami dan istri, 

yaitu kematian suami atau istri yang bersangkutan, yang 

merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan 

oleh Tuhan yang Maha Kuasa. 

3. Putusan hukum yang dikeluarkan oleh pengadilan yang 

memiliki akibat hukum putusnya ikatan perkawinan antara 

suami dan istri. 

Jadi, kata “perceraian” secara yuridis adalah putusnya 

perkawinan yang mengakibatkan putusnya ikatan sebagai suami dan istri. 

Perceraian dalam ilmu fiqih disebut “talak” yang memiliki arti 

“membuka ikatan atau membatalkan perjanjian”. Perceraian dalam ilmu 

fiqih juga sering disebut “furqah” yang artinya “bercerai”, yaitu “lawan 

dari berkumpul”. Kemudian kedua istilah itu digunakan oleh para ahli 

fiqih sebagai satu istilah yang berarti “perceraian suami istri”. Kata 

                                                             
30 Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah 8 (Bandung: PT Alma’rif, 1980), 7. 
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“talak” dalam istilah ilmu fiqih memiliki arti yang umum, yaitu segala 

macam bentuk perceraian, baik yang dijatuhkan oleh suami, yang 

ditetapkan oleh hakim, ataupun perceraian yang jatuh dengan sendirinya 

(perceraian yang disebabkan oleh meninggalnya suami atau istri). Selain 

itu, talak juga mempunyai arti yang khusus, yaitu “perceraian yang 

dijatuhkan oleh pihak suami”.31 

Memperhatikan pengertian dari perceraian sebagaimana 

diuraikan di atas, maka bisa dipahami bahwa perceraian ialah suatu 

istilah yang digunakan untuk menegaskan terjadinya suatu peristiwa 

hukum, yakni berupa putusnya perkawinan antara suami dan istri, dengan 

alasan-alasan hukum tertentu, proses hukum tertentu serta akibat-akibat 

hukum tertentu, yang mana harus dinyatakan secara tegas di hadapan 

sidang pengadilan. Putusnya perkawinan antara suami dan istri berarti 

putusnya hubungan hukum perkawinan antara suami dan istri, sehingga 

keduanya tidak lagi statusnya sebagai suami istri, dan tidak lagi 

menjalani kehidupan suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Namun, 

putusnya perkawinan tersebut tidak memutus hubungan silaturrahim 

(hubungan sosial-keagamaan, baik sebagai manusia, warga masyarakat, 

dan umat beragama) antara mantan suami dan mantan istri, apalagi 

mereka telah memiliki anak selama menjalini kehidupan berumah 

tangga.32 

                                                             
31 Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), 10. 
32 Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974, Fokus Media (Bandung, 2005), 19. 
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Definisi cerai gugat dijelaskan dalam Pasal 132 ayat 2 yang 

berbunyi: Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya,  pada 

Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal 

Penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. 

Dengan adanya dua klasifikasi jenis perkara perceraian yang dapat 

diajukan di Pengadilan Agama keduanya memiliki konsekuensi masing-

masing. Khususnya sebagaimana judul yang menjadi pokok pembahasan 

mengenai tuntutan nafkah terhadap perkara perceraian. Hal mendasar 

yang wajib harus difahami terlebih dahulun ialah yang berkaitan dengan 

konsekuensi terhadap perkara cerai talak. Sebagaimana telah diatur 

dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No. 1 Tahun 1974 tentang 

Perkawinan menjelaskan: c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas 

suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau memilih sesuatu 

kewajiban bagi mantan isterinya.33 

Dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: 

Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami wajib:34 

1. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik 

berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla 

al dukhul;  

                                                             
33 Pasal 41 ayat (3) Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. 
34 Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam.  
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2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri 

selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telahdi jatuhi talak 

ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil;  

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan 

membayarkan setengahnya apabila qobla al dukhul;  

4. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang 

belum mencapai umur 21 tahun. 

Kedua dasar hukum di atas dirasa menjadi suatu hal yang 

mengikat, dalam setiap perkara cerai talak diwajibkan bagi mantan suami 

untuk memberikan nafkah iddah, nafkah mut’ah, nafkah madiyah, dan 

nafkah anak. Hal ini cenderung terjadi diskriminatif bagi perkara cerai 

gugat, dimana pada peraturan perundang-undangan tidak mengatur 

mengenai konsekuensi yang sama sebagaimana dalam perkara cerai 

talak. Dapat kita ketahui bersama, bahwa seorang perempuan yang telah 

bercerai secara syariat agama masih menanggung masa iddah. Ditinjau 

dari perspektif Maqashid al-Syari’ah maka mantan istri selama dalam 

masa iddah wajib diberikan nafkah, sebab tanpa adanya nafkah maka 

mantan istri tersebut akan berada dalam kondisi bahaya. 

Cerai gugat adalah tuntutan hak ke pengadilan (bisa dalam bentuk 

tulisan atau lisan) yang diajukan oleh seorang istri untuk bercerai dari 

suaminya. Penggugat adalah istri yang mengajukan perceraian, dan 

Tergugat adalah suami. Gugatan diajukan oleh pengugat pada ketua 

pengadilan agama yang berwenang, yang memuat tuntutan hak yang 
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didalamnya mengandung sengketa dan merupakan suatu landasan 

pemeriksaan perkara dan suatu pembuktian kebenaran suatu hak. Dalam 

hal gugatan terdapat istilah penggugat dan tergugat.35 

Penggugat adalah orang yang menuntut hak perdatanya ke 

hadapan pengadilan perdata. Penggugat bisa satu orang atau badan 

hukum ataupun lebih, sehingga terdapat istilah Penggugat I, Penggugat 

II, Penggugat III dan seterusnya. Lawan dari penggugat disebut sebagai 

tergugat. Dalam hal ini tergugat pun bisa ada kemungkinan lebih dari 

satu orang atau badan hukum, sehingga terdapat istilah Tergugat I, 

Tergugat II, Tergugat III dan seterusnya. Penggabungan penggugat atau 

Penggabungan tergugat disebut dengan kumulasi subjektif. Dan idealnya 

dalam perkara di pengadilan terdapat penggugat dan tergugat. Inilah 

peradilan yang sesungguhnya (jurisdictio contentiosa). Dan produk 

hukum dari gugatan disebut dengan putusan pengadilan.36 

Tata cara perceraian dalam Undang-Undang Perkawinan 

ketentuannya diatur dalam pasal 39 sampai pasal 41. dan dalam PP No. 

9 tahun 1975 pasal 14 sampai 36. Dalam suatu perkawinan apabila antara 

suami dan isteri sudah tidak ada kecocokan lagi untuk membentuk suatu 

rumah tangga atau keluarga yang bahagia baik lahir maupun batin dapat 

dijadikan sebagai alasan yang sah untuk mengajukan gugatan 

persidangan ke pengadilan (pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik 

                                                             
35 “Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat,” diakses 08 November 2022 https://pa-

semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-

GUGAT.pdf 
36 Widyakso, Tuntutan nafkah dalam perkara cerai gugat, 5. 

https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf
https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf
https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf
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Indonesia Nomor 9 Tahun 1974 tentang pelaksanaan undang-undang 

nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan).37 

Dasar Hukum Cerai Gugat Dalam konteks hukum islam (yang 

terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan yang terdapat 

dalam UUP maupun PP 9/175. Jika dalam UUP dan PP 9/1975 dikatakan 

bahwa gugatan cerai dapat diajukan oelah suami atau istri, mengenai 

gugatan cerai menurut KHI adalah gugatan yang diajukan oleh istri yang 

terdapat dalam pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi: 

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada 

pengadilan agama, yang didaerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal 

penggugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman suami tanpa izin 

suami. Gugatan perceraian dapat diterima oleh tergugat pernyataan atau 

tidak sikap mau lagi kembali kerumah kediaman bersama Pasal 132 ayat 

[2] KHI Dasar hukum: 38 

1. Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Perkawinan 

2. Peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan 

UU RI No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan 

3. Intruksi presiden No.1 Tahun 1991 tentang penyebarluasan 

Komplikasi Hukum Islam. 

                                                             
37 Sarwono, S.W, Psikologi Remaja (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada 2011), 23. 
38 Pasal 132 ayat [2] Kompilasi hukum Islam. 
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Prosedur Cerai Gugat gugatan perceraian diajukan oleh istri atau 

kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat 

kediaman penggugat, kecuali apabila penggugat dengan sengaja 

meninggalkan tempat kediaman bersama dengan tanpa izin tergugat. 

Dalam hal ini penggugat bertempat tinggal diluar negeri, maka gugatan 

perceraian diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi 

tempat kediaman tergugat.39 

Dalam hal apabila penggugat dan tergugat bertempat kediaman 

diluar Negeri, maka gugatan diajukan kepada Pengadilan yang daerah 

hukumnya meliputi perkawinan mereka dilangsungkan atau ke 

Pengadilan Agama Jakarta Pusat. Dari isi pasal diatas ada beberapa hal 

yang perlu diperhatikan. Pertama perubahan kewenangan relatif 

Pengadilan. jikalau pada Peraturan Pemerintah permohonan diajukan 

suami ke Pengadilan yang meliputi daerah tempat tinggalnya sendiri, 

sedang gugatan diajukan isteri ke Pengadilan di tempat tinggal suami, 

maka dalam Undang-Undang Peradilan Agama Pasal 66 ayat (1) dan 

pasal 73 ayat (1) dipindahkan ke Pengadilan yang meliputi tempat tinggal 

bersama yang disepakati. Kedua, dipertahankan bahkan semakin 

dipertegas adanya pembedaan prosedur perceraian antara cerai talak 

dengan cerai gugat. Dalam KHI Pasal 136 disebutkan tentang prosedur 

cerai gugat di Pengadilan Agama:40 

                                                             
39 L. Elly AM Pandiangan, “Akibat Hukum Dari Perceraian Terhadap Anak Dibawah Umur Ditinjau 

Menurut KUHPer dan UU RI No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan,” Jurnal, Vol.4 no.1 (April 

2018): 80. 
40 Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam. 
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1. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas 

permohonan penggugat atau tergugat sesuai pertimbangan 

bahaya yang mungkin ditimbulkan, Pengadilan Agama dapat 

mengizinkan suami isteri tersebut untuk tidak tinggal dalam 

satu rumah.41 

2. Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas 

permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama 

dapat  

3. Menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh seorang 

suami  

4. Menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin 

terpeliharanya barang-barang yang menjadi haknya suami 

atau barang-barang yang menjadi haknya isteri.42 

5. Gugatan perceraian gugur jika suami atau isteri meninggal 

sebelum adanya putusan Pengadilan Agama mengenai 

gugatan perceraian itu, sesuai dengan ketentuan  KHI Pasal 

137. 

Pada saat proses pemanggilan pihak penggugat dan 

tergugat, apabila tempat tinggal dari tergugat tidak jelas atau 

tergugat tidak memiliki tempat tinggal tetap, panggilan 

dilaksanakan dengan cara menempelkan gugatan pada papan 

                                                             
41 Pasal 136 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. 
42 Pasal 136 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam. 
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pengumuman di Pengadilan Agama dan mengumumkannya 

melalui satu atau beberapa surat kabar atau media massa lain 

yang ditetapkan oleh Pengadilan Agama. Pengumuman 

melalui surat kabar atau media massa dilakukan sebanyak 2 

(dua) kali dengan tenggang waktu satu bulan diantara 

pengumuman yang pertama dan yang kedua, dan tenggang 

waktu diantara panggilan kedua dan hari persidangan 

sekurang-kurangnya tiga bulan.43 

Apabila setelah dilaksanakan pemanggilan secara 

patut akan tetapi tergugat juga tidak hadir dalam 

persidangan, maka gugatan dapat diterima tanpa dihadiri 

tergugat, kecuali gugatan tersebut tidak beralasan. 

Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh hakim 

selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya 

berkas atau surat gugatan perceraian.44 

6. Dalam menetapkan waktu sidang gugatan perceraian perlu 

diperhatikan tenggang waktu pemanggilan dan diterimanya 

panggilan tersebut oleh penggugat maupun tergugat atau 

kuasa mereka. Pada sidang pemeriksaan gugatan perceraian, 

suami istri datang sendiri atau mewakilkannya kepada 

                                                             
43 Rendra Widyakso, “Tuntutan Nafkah Dalam Perkara Cerai Gugat,” diakses 08 November 2022 

https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-

CERAI-GUGAT.pdf 
44 Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam. 

https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf
https://pa-semarang.go.id/images/stories/Artikel/TUNTUTAN-NAFKAH-DALAM-PERKARA-CERAI-GUGAT.pdf
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kuasanya.45 Namun untuk kepentingan pemeriksaan suami 

atau istri yang diwakilkan, hakim dapat memerintahkan yang 

bersangkutan untuk hadir sendiri. Mengenai putusan gugatan 

perceraian diatur dalam KHI Pasal 146 bahwa: Putusan 

mengenai gugatan perceraian dilakukan dalam sidang 

terbuka. Suatu perceraian dianggap terjadi beserta akibat-

akibatnya terhitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan 

Agama yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.46 

Akibat Hukum dan Hak-hak Istri Dalam Perceraian ialah bagian 

dari dinamika rumah tangga, adanya perceraian karena adanya 

perkawinan walaupun tujuan dari perkawinan tersebut bukanlah 

perceraian, tetapi perceraian merupakan sunnatullah meskipun penyebab 

dari perceraian tersebut berbeda-beda. Perceraian dapat ditimbulkan oleh 

kematian suami, bisa juga ditimbulkan karena rumah tangga yang tidak 

cocok dan selalu pertengkaran yang menghiasi perjalanan rumah tangga 

suami istri, bahkan ada juga yang bercerai dikarenakan salah satu dari 

suami atau istri tidak lagi fungsional secara biologis. Kata “cerai” 

menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti (kata kerja), pisah atau 

putusnya ikatan sebagai suami istri; talak perpisahan antara suami istri 

semasa keduanya masih hidup.47 

                                                             
45 Pasal 136 Kompilasi Hukum Islam. 
46 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan (Yogyakarta: Widya 

Cahaya, 2011), 82. 
47 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 82. 
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Menurut istilah, gugatan berasal dari kata “gugat” yang 

mendapatkan akhiran -an, sehingga menjadi “gugatan”. Gugatan sendiri 

memiliki pengertian untuk memulai dan menyelesaikan perkara perdata 

yang terjadi diantara masyarakat, salah satu pihak harus mengajukan 

permohonan pemeriksaan kepada Pengadilan.48 Sebagaimana dalam 

Kamus Besar Bahasa Indonesia kata “gugat” yaitu (kata kerja) dakwa; 

adukan (perkara), nuntut mendakwa, mengadukan (perkara): jika ingin 

anda harus membawa bukti-bukti yang sah, menuntut (janji, dsb) 

membangkit-bangkitkan perkara yang sudah-sudah, mencela dengan 

keras atau menyanggah. 

Dari penjelasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa cerai 

gugat adalah pisah atau putusnya ikatan suami dan istri karena adanya 

gugatan atau tuntutan yang diajukan oleh penggugat dalam hal ini bisa 

dari pihak suami ataupun istri kepada Pengadilan Agama dengan 

menyertakan alasan-alasan yang jelas.49 Dalam konteks hukum islam 

(yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat berbeda dengan apa yang 

berada dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Peraturan 

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 

Dalam Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah 

Nomor 9 Tahun 1975 dijelaskan bahwa, gugatan cerai dapat diajukan 

oleh suami atau isteri. Adapun mengenai gugatan cerai menurut KHI 

                                                             
48 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 82. 
49 Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, 83. 
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artinya gugatan yang diajukan oleh isteri sebagaimana yang terdapat 

dalam Pasal 132 ayat (1) KHI yang berbunyi:50 Gugatan perceraian 

diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah 

hukumnya wilayah tempat tinggal penggugat, kecuali isteri 

meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami. Gugatan 

perceraian ini baru dapat diterima jika tergugat menyatakan atau 

menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama 

(Pasal 132 ayat 2 KHI). tetapi dalam istilah Fiqih cerai gugat dikatakan 

sebagai Fasakh. Fasakh secara bahasa membatalkan atau mengangkat. 

Istilah fasakh dalam perspektif Fiqih berbeda dengan yang berkembang 

di Indonesia. 

Dalam perspektif Islam, mengenai pemutusan hubungan akad 

pernikahan dapat dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya ialah 

dengan fasakh nikah atau membatalkan akad nikah. Para ulama sepakat 

bahwa fasakh nikah boleh dilakukan oleh suami atau isteri apabila 

keduanya sama-sama mempunyai hak yang sama untuk memutuskan 

pernikahan melalui fasakh nikah setelah terpenuhinya sebab-sebab yang 

mendahuluinya. Pada asasnya Fasakh ialah hak suami atau isteri, akan 

tetapi dalam pelaksanaanya lebih dominan dilakukan dari pihak isteri 

dari pada pihak suami. Hal ini disebabkan karena Agama Islam telah 

memberikan hak talak kepada suami.51 Dalam Undang-Undang Republik 

                                                             
50 Undang-undang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. 
51 Mursyid Djawas Amrullah, “Fasakh Nikah Dalam Teori Maslahah Imam Al-Ghazali” El-Usrah: 

Jurnal Hukum Keluarga Vol. 2 No. 1 (Juni 2019): 99 



40 
 

 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tepatnya Pasal 73 ayat (1) Tentang 

Peradilan Agama yang mengatakan, bahwa cerai gugat ialah  merupakan 

gugatan yang diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang 

wilayah hukumnya mencakup tempat kediaman penggugat, kecuali jika 

penggugat dengan sengaja meninggalkan wilayah kediaman bersama 

tanpa izin tergugat. 

Dapat diartikan bahwa cerai gugat adalah gugatan yang diajukan 

oleh istri terhadap suami. Yang nantinya isi amar putusan Hakim 

Pengadilan Agama adalah menjatuhkan talak 1 (satu) “bain sughra” dari 

tergugat kepada penggugat. Dalam cerai gugat pihak suami tidak 

mengucapkan ikrar talak di hadapan Pengadilan Agama karena yang 

menginginkan perceraian adalah istri. Suami juga tidak diwajibkan 

memberikan nafkah iddah dan mut’ah kepada istri. Dalam praktik di 

Pengadilan Agama, baik dalam cerai talak maupun cerai gugat isteri 

dapat mengajukan permohonan kepada Hakim Pengadilan Agama untuk 

meminta nafkah lalu, yaitu nafkah yang tidak diberikan suami kepada 

istri.52 

Menurut Bustanul Arifin mengatakan bahwa suami dan istri 

memiliki fungsi dan tanggung jawab masing-masing yang berbeda, akan 

tetapi dengan tujuan yang sama yaitu tercapainya kebahagian rumah 

tangga dan keluarga atau terwujudnya rumah tangga yang sakinah, 

                                                             
52 Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan 

Agama. 
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mawaddah, dan rahmah.53 Tidak hanya itu saja, hubungan kedudukan 

tersebut juga mengandung rasa keadilan sekaligus sangat potensial untuk 

dikembangkan dalam menghadapi perubahan-perubahan cepat yang 

terjadi di masyarakat. Peceraian adalah peristiwa hukum yang akibatnya 

diatur oleh hukum, atau peristiwa hukum yang diberi akibat hukum. 

Perceraian menimbulkan akibat hukum putusnya ikatan perkawinan. 

Selain itu, ada beberapa akibat hukum lebih lanjut dari perceraian 

sebagaimana diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 

1974. 

Cerai Gugat disebutkan dalam Pasal 132 ayat 2 yang berbunyi: 

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada Pengadilan 

Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal Penggugat 

kecuali istri meninggalkan tempat kediaman tanpa izin suami. Dengan 

terdapatnya dua klasifikasi jenis perkara perceraian yang dapat diajukan 

kepada Pengadilan Agama memiliki konsekuensi masing-masing. 

Khususnya sebagaimana judul yang menjadi pokok bahasan mengenai 

tuntutan nafkah terhadap perkara perceraian. Hal terlebih mendasar yang 

harus difahami berkaitan dengan konsekuensi terhadap perkara cerai 

talak sebagaimana, diatur dalam Pasal 41 huruf c Undang-Undang RI No. 

1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan: “c. Pengadilan dapat 

                                                             
53 Bustanul Arifin, Pemikiran dan peranannya dalam pelembagaan hukum islam dalam amrullah 

ahmad, dimensi hukum islam dalam system hukum nasional (Jakarta: Gema insani press, 1996), 58. 
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mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan 

dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.” 

Dan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam berbunyi: 

“Bilamana perkawinan putus karena cerai talak maka bekas suami 

wajib:”54 

1. Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas isterinya, baik 

berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla 

al dukhul;  

2. Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri 

selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak 

ba’in atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil; 

3. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya, dan 

separoh apabila qobla al dukhul;  

4. Memeberikan biaya hadhanan untuk anak-anaknya yang 

belum mencapai umur 21 tahun. 

Ketika istri dalam keadaan hamil ulama’ sepakat mengatakan 

bahwa dia berhak atas nafkah dan tempat tinggal, namun bila istri tidak 

dalam keadaan hamil ulama’ berbeda pendapat. Sebagian ulama’ 

diantaranya Imam Malik, al-Syafi’iy dan Abu Hanifah berpendapat 

bahwa istri dalam iddah wafat memiliki hak atas tempat tinggal, 

sedangkan sebagian ulama’ yang lain diantaranya Imam Ahmad 

berpendapat bahwa istri dalam iddah wafat yang tidak hamil tidak berhak 

                                                             
54 Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. 
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atas nafkah dan tempat tinggal. Dalam Pasal 41 Undang-undang RI 

Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan “Adapun setelah perceraian 

Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberi biaya 

penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri”.55 

Ketentuan ini dimaksudkan agar mantan istri yang telah 

diceraikan suaminya tidak sampai menderita yang disebabkan tidak 

mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Dengan demikian apabila 

perceraian terjadi, suami memiliki kewajiban-kewajiban tertentu yang 

harus dipenuhi kepada mantan istrinya, kewajiban-kewajiban tersebut 

ialah:  

1. Memberikan nafkah mut’ah yang layak kepada mantan 

istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali mantan istri 

tersebut qabla al-dukhul; 

2. Memberikan nafkah kepada istri selama masa iddah, kecuali 

mantan istri telah dijatuhi talak ba’in atau nusyuz dan dalam 

keadaan tidak hamil; 

3. Melunasi mahar yang masih terhutang dan apabila 

perkawinan tersebut qabla al-dhukul mahar dibayarkan 

setengahnya. 

                                                             
55 Opik Taufik, Ali Khosim Al-mansyur, Fiqh 4 Madzhab Kajian Fiqh-Ushul Fiqh, (Bandung, 

2014). 161 
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4. Memberikan biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang 

belum mencapai umur 21 tahun.56 

 

C. Kekuatan Hukum Dalam Putusan 

Putusan sejak diucapkan di hadapan sidang yang terbuka untuk 

umum dapat mempunyai tiga kekuatan, yaitu:57 

1. Kekuatan Mengikat 

Kekuatan mengikat dalam putusan melibatkan pihak-

pihak yang berperkara diijinkan memasuki proses perkara, 

tetapi putusan tersebut megikat bagi seluruh masyarakat RI. 

Putusan bersifat erga omnes, yang ditujukan pada semua 

orang. 

2. Kekuatan Pembuktian 

Materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam 

undang-undang yang telah diuji, tidak dapat dimohonkan 

untuk diuji kembali. Undang-undang merupakan alat bukti 

yang dapat digunakan dalam suatu kekuatan pasti (gezag van 

genvijsde), Putusan berkekuatan hukum tetap dapat 

digunakan sebagai alat bukti dengan kekuatan pasti secara 

positif. 

                                                             
56 Bastiar, “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah: 

Analisis Disharmonisasi Pasangan Suami Istri,” Jurnal Ilmu Syariah, Perundang-undangan, dan 

Hukum Ekonomi Syariah Vol. 10 No. 1 (Juni 2018): 90. 
57 Rian Van Frits Kapitan, “Kekuatan Mengikat Putusan Constitutional Review Mahkamah 

Konstitusi Terhadap Mahkamah Agung”, 115. 
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3. Kekuatan Eksekutorial 

Sebagai satu perbuatan hukum untuk mengakhiri 

sengketa yang akan meniadakan atau menciptakan hukum 

yang baru, maka tentu diharapkan bahwa putusan tersebut. 

Suatu putusan yang telah mengikat para pihak dalam perkara 

perdata memberi hak kepada pihak yang dimenangkan untuk 

meminta putusan tersebut dieksekusi jikalau menyangkut 

penghukuman atas pihak yang kalah untuk melakukan 

sesuatu atau membayar sejumlah uang. Dalam hal keputusan 

yang telah berkekuatan hukum tetap itu mempunyai 

kekuatan  eksekutorial, yaitu agar putusan dilaksanakan dan 

jika perlu dengan kekuatan paksa. 

 

D. Nafkah 

Nafkah diambil dari kata “االنفاق“ yang artinya adalah 

mengeluarkan. Nafkah juga dapat diartikan belanja, maksudnya adalah 

sesuatu yang diberikan oleh seorang suami kepada istri, seorang bapak 

kepada anak, dan kerabat dari miliknya sebagai kebutuhan pokok bagi 

mereka.  Dalam buku syari’at Islam, kata nafkah memiliki makna segala 

biaya hidup merupakan hak istri dan anak-anak dalam hal makanan, 
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pakaian dan tempat kediaman serta beberapa kebutuhan pokok lainnya, 

bahkan sekalipun si istri adalah seorang wanita yang kaya.58 

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan, bahwa kewajiban 

seseorang untuk mengeluarkan nafkah kepada siapa yang berhak 

menerimanya, seperti suami berhak untuk memberi nafkah kepada 

istrinya dan anak-anaknya, bahkan nafkah yang utama diberi itu 

bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok kehidupan, yakni makanan, 

pakaian dan tempat tinggal. Kewajiban memberi nafkah tersebut 

diberikan menurut kesanggupannya, hal ini dapat disesuaikan dengan 

kebutuhan dan kemampuan agar selaras dengan keadaan dan standar 

kehidupan mereka. 

Begitu pula terhadap kaum kerabat yang miskin, dan anak-anak 

terlantar. Sebuah keluarga sampai pada taraf atau tingkat tertentu wajib 

memberikan nafkah oleh yang bertanggung jawab terhadap keluarga itu. 

Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hanafi 

yang bahwa: “Setiap keluarga sampai pada derajat atau tingkat tertentu 

berhak untuk dinafkahi, seandainya dia masih kanak-kanak dan miskin, 

lemah atau buta dan melarat”.59 Nafkah merupakan kewajiban suami 

terhadap istri (sekalipun si istri orang yang kaya), orang tua terhadap 

anak-anak, terhadap orang tuanya serta terhadap orang-orang yang tidak 

mampu. Dalil-dalil yang mewajibkan nafkah sebagai berikut: 

                                                             
58 Syamsul Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam Conjugal Need Concept in Islamic Law” 

Kanun Jurnal Ilmu Hukum: Konsep Nafkah dalam Hukum Islam No. 6 (2015): 382. 
59 Bahri, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Islam” 382. 
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1. Q.S. At-Talak : 6 

نۡ وُّجۡدكُِمۡ وَلَا تُضَآرُّوۡهُنَّ لتُِضَيِّقُوۡا  عَلَيۡهِنَّ  اَسۡكِنُـوۡهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنۡـتُمۡ مِّ

لَهُنَّ  ؕ   لٍ فَانَۡفِقُوا عَلَيۡهِنَّ حَتىّٰ يَضَعۡنَ حَْۡ  فَاِنۡ ارَۡضَعۡنَ  ۚوَاِنۡ كُنَّ اوُلَاتِ حَْۡ

نَكُمۡ بمعَۡرُوۡفٍ  ۚلـَكُمۡ فَاٰ تُـوۡهُنَّ اجُُوۡرَهُنَّ  ََِرُوۡا بَـيـۡ  وَاِنۡ تَـعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ  وَاۡ

 ۤ  اخُۡرٰىؕ  لَه

Artinya : “Tempatkanlah mereka (para istri) di mana 

kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan 

janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan 

(hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah 

ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka 

nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika 

mereka menyusukan (anak-anak)mu maka berikanlah 

imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di 

antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu 

menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh 

menyusukan (anak itu) untuknya.”60 

2. Q.S. At-Talak : 7 

نۡ سَعَتِهلِ  َّا  اٰتٰههُ اللَُّّٰ ف ـَ ؕ  وَمَنۡ قُدِرَ عَلَيۡهِ رِزۡقهُ ؕ  يُـنۡفِقۡ ذُوۡ سَعَةٍ مِّ  ؕ  لۡيُـنۡفِقۡ ِِ

ُ نَـفۡسًا اِلاَّ مَا  اٰتٰههَا ُ بَـعۡدَ  ؕ  لَا يكَُلِّفُ اللَّّٰ   عُسۡرٍ يُّسۡرًاسَيَجۡعَلُ اللَّّٰ

Artinya : “Hendaklah orang yang mempunyai 

keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan 

orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah 

dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak 

membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan 

apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan 

memberikan kelapangan setelah kesempitan.”61 

 

Jika istri hidup satu rumah dengan suami, maka suami wajib 

menanggung nafkah istri untuk mengurus segala kebutuhan seperti 

                                                             
60 QS. At-Talak : 6 
61 QS. At-Talak : 7 
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makan, minum, pakaian, dan tempat tinggal. Dalam hal ini istri tidak 

berhak meminta nafkah dalam jumlah tertentu, selama suami 

melaksanakan kewajibannya tersebut.62 

Jika suami bakhil, yaitu tidak memberikan nafkah yang cukup 

kepada istri tanpa adanya alasan yang dibenarkan, maka istri berhak 

untuk menuntut jumlah nafkah tertentu untuk keperluan makan, pakaian, 

dan tempat tinggal. Hakim boleh memutuskan berapa jumlah nafkah 

yang harus diterima oleh istri serta mengharuskan suami untuk 

membayarnya jika tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh istri ternyata 

benar.63 

Istri boleh mengambil sebagian harta suaminya dengan cara yang 

baik, sekalipun tanpa sepengetahuan suami untuk mencukupi 

kebutuhannya apabila suami lalai akan kewajibannya. Orang yang 

mempunyai hak boleh mengambil haknya sendiri jika mampu 

melakukannya. Hukum memberikan nafkah untuk istri, baik dalam 

bentuk perbelanjaan atau pakaian adalah wajib. Kewajiban tersebut 

bukan dikarenakan istri membutuhkannya untuk kehidupan rumah 

tangga, akan tetapi kewajiban tersebut timbul secara sendirinya tanpa 

memandang kepada keadaan istri. Bahkan diantara Ulama’ Syi’ah 

menetapkan bahwa: meskipun istri adalah orang yang kaya dan tidak 

                                                             
62 Departemen Agama RI, Alquran dan Tafsirnya Jilid X (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 2013), 

209. 
63 Bahri, “Konsep nafkah dalam hukum islam” 386. 
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memerlukan bantuan biasa dari suami, suami tetap wajib memberikan 

nafkah.64 

Kewajiban seorang suami harus memberikan tempat tinggal 

(nafkah papan), memberikan makanan dan minuman sesuai dengan 

kemampuanya kepada istrinya. Adapun seorang istri menerima nafkah 

dari suaminya, apabila memenuhi syarat-syarat:65 

1. Dalam ikatan perkawinan yang sah;  

2. Menyetahkan dirinya kepada suaminya;  

3. Suaminya dapat menikmati dirinya; 

Nafkah merupakan landasan material selain mahar, nafkah 

merupakan kebutuhan pokok bagi kehidupan suatu keluarga. Hal yang 

telah disepakati oleh ulama’ kebutuhan pokok yang wajib dipenuhi oleh 

suami sebagai nafkah adalah sandang, pangan, dan papan, karena dalil 

yang memberikan petunjuk dalam hal tersebut hukumnya sangat jelas 

dan pasti. Tentang yang lain dari itu menjadi perbincangan dikalangan 

ulama’.66 

Jumhur ulama’ menetapkan alat kebersihan dan wangi-wangian 

termasuk kedalam kelompok yang wajib dibiayai oeh suami, begitu pula 

alat keperluan untuk tidur, seperti kasur dan bantal sesuai dengan 

kebiasaan di daerah tersebut. Bahkan apabila istri tidak biasa melakukan 

                                                             
64 Mahmud Syalsut, Islam Sebagai Akidah dan Syariah (Jakarta: Bulan Bintang, 1968), 65. 
65 Marjianto, “Cerai Gugat (Khulu’)” 47. 
66 Bahri, “Konsep nafkah dalam hukum islam” 386. 
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pelayanan dan selalu menuntut. Dalam hal ini nafkah dibagi menjadi dua 

yaitu:67 

1. Nafkah Materil 

Ada beberapa kategori yang masuk dalam nafkah 

materil diantaranya: 

a. Suami wajib memberi nafkah, kiswah (pakaian) dan 

tempat tinggal. Seorang suami memiliki kewajiban 

untuk memberikan nafkah kepada istrinya berupa 

sandang, pangan, papan dan obat-obatan yang sesuai 

dengan lingkungan, zaman dan kondisinya. 

b. Suami wajib memberikan biaya rumah tangga, biaya 

perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak 

c. Biaya pendidikan bagi anak.68 

2. Nafkah Non Materil 

Adapun kewajiban seorang suami terhadap istrinya 

yang bukan merupakan kendaraan ialah sebagai berikut: 

a. Suami harus bersikap sopan kepada istri, 

menghormatinya dan memperlakukannya dengan wajar; 

b. Memberikan perhatian penuh kepada istri; 

c. Setia kepada istri, dengan cara menjaga kesucian suatu 

pernikahan dimana saja suami berada; 

                                                             
67 Erfani, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,” Isti’dal: Jurnal Studi Hukum Islam, 

Vol. 1 No. 2 (Juli-Desember, 2014): 3. 
68 Yusuf Al-Qardhawi, Panduan Fikih Perempuan (Jogjakarta: Salma Pustaka, 2004), Cet 1, 152. 
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d. Berusaha mempertinggi keimanan, ibadah, dan 

kecerdasan seorang istri; 

e. Membimbing istri untuk menjadi sebaik-baiknya; 

f. Memberi kebebasan kepada istri untuk berbuat, bergaul 

ditengah-tengah masyarakat; 

g. Suami hendaknya memaafkan kekurangan istri dan 

suami harus melindungi istri dan memberikan semua 

kebutuhan hidup rumah tangga sesuai dengan 

kemampuannya.69 

Arti secara terminologi, nafkah dalam ilmu fiqih bermakna harta 

yang dibelanjakan untuk kebutuhan orang-orang yang menjadi tanggung 

jawab seseorang, berupa sandang, pangan, papan, dan kebutuhan rumah 

tangga lainnya.70 

Imam Syafi’I berkata: Allah Azza Wajalla telah menetapkan agar 

laki-laki menunaikan semua kewajiban dengan cara yang ma’ruf (patut). 

Adapun definisi patut adalah memberikan pemilik hak keperluannya, 

menunaikan dngan sukarela bukan karena terpaksa, serta tidak 

menampakkan sikap tidak senang. Apabila salah satu sifat ini 

ditinggalkan maka seseorang dianggap berlaku zhalim (aniaya), karena 

seseorang yang menunda untuk memberikan hak orang lain sedangkan ia 

                                                             
69 Erfani, “Konsep Nafkah Menurut Hukum Perkawinan Islam,”: 4. 
70 Erfani, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Perkawinan Islam,”: 4. 
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mampu untuk melaksanakan hak tersebut, maka hal itu termasuk ke-

zhaliman.71 

Nafkah dalam keluarga juga harus terikat langsung dengan tujuan 

pernikahan, yaitu: sakinah, mawaddah, warahmah. Nafkah adalah salah 

satu unsur penting dalam membentuk keluarga. Oleh sebab itu, 

kewajiban nafkah seharusnya berawal dari asumsi baik, seperti 

perwujudan sikap saling mencintai dan tanggung jawab, bukan 

berdasarkan asumsi inferioritas salah satu pihak (dalam hal ini pihak 

perempuan). Jika nafkah dipahami sebagai kewajiban suami yang 

diakibatkan kelemahan istri maka tujuan keluarga yang berdasarkan asas 

saling menghormati belum tercapai. Kewajiban nafkah tersebut 

dipengaruhi oleh tiga sebab:72 

1. Zaujiyyah 

Yaitu karena ikatan pernikahan yang sah, diwajibkan 

atas suami member belanja kepada istrinya yang ta’at, baik 

berupa makanan, pakaian, tempat tinggal maupun perkakas 

rumah tangga dan kebutuhan lainnya sesuai dengan masing-

masing lingkungan dan kekuatan suami.73 

 

 

                                                             
71 Erfani, “Konsep Nafkah Dalam Hukum Perkawinan Islam,”: 5. 
72 Achmad Rois Rijal, “Analisis yuridis terhadap pandangan hakim pengadilan agama Gresik 

tentang nafkah madiyah anak bagi ibu yang sudah menikah lagi” (Undergraduate thesis, Universitas 

Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, 2017), 45. 
73 Rijal, “Analisis yuridis terhadap pandangan hakim,” 45. 
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2. Qarabah 

Yaitu sebab hubungan kekerabatan, dalam hal ini 

fuqaha’ berbeda pendapat.Kalangan Malikiyah menilai 

qarabah yang wajib nafkah hanya ada hubungan orang tua 

dan anak (walid wal walad). Kalangan Syafi’iyah, menilai 

qarabah dalam hubungan orang tua dan anak, dan hubungan 

cucu dan kakek (ushul dan furu’). Hanafiyah menilai 

qarabah dalam konteks mahramiyah, tidak terbatas ushul 

dan furu’, sehingga meliputi kerabat kesamping (hawasyiy), 

dan dzwil arham.Hanabilah, memahami qarabah dalam 

konteks hubungan waris fardh dan ashabah, meliputi ushul 

furu’, hawasy, dan dzawil arham yang berada pada jalur 

nasab.74 

Syarat wajibnya belanja atas bapak atau ibu kepada 

anaknya apabila si anak masih kecil dan miskin, atau besar 

dan miskin namun tidak kuat berusaha.Kewajiban ini juga 

berlaku untuk anak ketika kedua orang tuanya tidak lagi kuat 

berusaha dan tidak mempunyai harta. Merujuk pendapat 

pemberian nafkah anak kepada orang tua menurut madzhab 

Hanafi dan Syafi’i bahwa ketidak mampuan bekerja tidak 

merupakan syarat kewajiban member nafkah kepada para 

ayah dan kepada para kakek. Para anak, tetap wajib 

                                                             
74 Rijal, “Analisis yuridis terhadap pandangan hakim”, 45. 
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memberikan nafkah kepada mereka. Sedangkan orang-orang 

selain ayah dan kakek yang sanggup bekerja, tidak ada 

kewajiban memberikan nafkah kepada mereka.75 

Luasnya cakupan qarabah sebagai objek nafkah 

harus dipahami dalam konteks yang relatif, yaitu 

menghendaki syarat kesanggupan pihak yang berkewajiban 

nafkah. Sehingga ketidakterpenuhannya syarat itu akan 

menyebabkan tidak adanya tanggung jawab nafkah (tetapi 

ketiadaan tanggung jawab itu tidak mempengaruhi haknya, 

misal: hak waris), dan tidak menimbulkan akibat hukum 

lainnya. 

3. Milk  

Yaitu sebab kepemilikan terhadap sesuatu, contoh 

dalam hal ini seperti pemilik budak. Dalam konteks 

kekinian, sebab milk ini dapat diartikan ke dalam konteks 

yang luas, yaitu hubungan kepemilikan (kegiatan 

berorientasi tanggungan/ihtibas) seseorang terhadap sesuatu 

yang hidup, termasuk jasa pembantu, memelihara hewan, 

tumbuhan dan lain-lain. 

Menurut Ibnu Hazm suami memiliki kewajiban 

memberikan nafkah kepada istrinya sejak terjadinya akad 

nikah, baik suami yang mengajak istrinya tinggal dalam satu 

                                                             
75  Rijal, “Analisis yuridis terhadap pandangan hakim”, 45 
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rumah maupun tidak, baik istri masih berada dalam masa 

buaian atau berbuat nusyuz, kaya atau faqir, mempunyai 

orang tua atau sudah yatim, gadis atau janda, pada semua hal 

tersebut disesuaikan dengan keadaan dan kesangguapan 

suami.76 

Namun para ulama madzhab berpendapat bahwa istri 

yang melakukan pembangkangan (nusyuz) tidak berhak 

untuk menerima nafkah. Ketika masa iddah wanita yang 

dicerai memiliki hak nafkah tempat tingal yang menjadi 

kewajiban suaminya, selama istri menunggu iddah-nya. 

Seorang suami tidak berhak mengusir dan mengeluarkanya 

dari rumah kecuali apanila istri melakukan perbuatan keji 

yang nyata seperti zina dan pembangkangan (nusyuz). 

Sebagian besar ulama’ juga berpendapat bahwa istri 

memiliki hak atas tempat tinggal dan nafkah selama 

menunggu masa iddah-nya.77 

Berdasarkan pembahasan diatas dapat diambil kesimpulan bahwa 

waktu wajib membayarkan nafkah dimulai ketika akad pernikahan telah 

diucapkan, namun apabila istri membangkang (nusyuz) maka suami tidak 

berkewajiban membayarkan nafkah. Nafkah dapat terputus ketika terjadi 

kematian maupun perceraian, namun dalam perceraian selama masa 

                                                             
76 Linda Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam,” Al-‘Adalah, Vol. 10 No. 4 

(Juli 2012): 7. 
77 Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, 7. 
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iddah istri masih tetap berhak mendapatkan nafkah. Menurut Imam 

Malik memenuhi nafkah keluarga merupakan kewajiban yang ketiga dari 

seorang suami setalah membayarkan mahar dan bersikap adil kepada istri 

(bagi orang yang berpoligami).78 

Apabila terjadi perpisahan antara suami dan istri baik disebabkan 

oleh perceraian atau meninggal dunia maka harta asli istri akan tetap 

menjadi milik si istri dan harta asli milik suami tetap menjadi milik si 

suami, menurut pendapat ulama’ madzhab Maliki waktu pemberian 

nafkah wajib ketika suami telah menggauli istrinya. Jadi, nafkah tidak 

wajib dibayarkan oleh suami sebelum ia berkumpul dengan istri. 

Begitujuga ulama’ madzhab Hambali berpendapat bahwa suami wajib 

membayar atau memberikan nafkah kepada istrinya jika: Pertama, istri 

telah mencapai usia dewasa dan telah digauli oleh suami; Kedua, istri 

telah menyerahkan diri sepenuhnya kepada suaminya.79 

 

E. Putusan Non Executable 

Kekuatan eksekutorial suatu putusan pengadilan adalah kekuatan 

untuk dilaksanakannya apa yang diterpakan dalam putusan itu secara 

paksa oleh alat–alat Negara. Kata–kata “demi keadilan berdasarkan 

Ketuhanan Yang Maha Esa” memberi kekuatan eksekutoril bagi putusan-

putusan pengadilan Indonesia. Hal tersebut diatur dalam Pasal 2 ayat (1) 

                                                             
78 Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, 8. 
79 Azizah, “Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”, 8. 
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Undang–Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan 

Kehakiman. Adanya irah–irah tersebut maka putusan atau dokumen 

dapat dijalankan serta dapat dipertanggung jawabkan kepada Tuhan 

Yang Maha Esa. 

Alasan yang dapat menjadi dasar suatu putusan perkara perdata 

dapat dinyatakan tidak dapat dieksekusi diatur dalam Buku II: Pedoman 

Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata 

Khusus ialah sebagai berikut: 80 

1) Putusan yang bersifat deklaratoir dan konstitutif;  

2) Barang yang akan dieksekusi tidak berada di tangan 

Tergugat/Termohon Eksekusi;  

3) Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang 

yang disebutkan didalam amar putusan;  

4) Amar putusan tersebut tidak mungkin dilaksanakan;  

5) Ketua pengadilan negeri tidak dapat menyatakan suatu 

putusan non executable, sebelum seluruh proses/acara 

eksekusi dilaksanakan, kecuali yang tersebut pada butir. 

Menurut M. Yahya Harahap alasan–alasan hukum yang 

menyebabkan eksekusi itu tidak dapat dijalankan terhadap putusan 

perkara perdata, diantaranya adalah:81 

1) Harta Kekayaan Eksekusi Tidak Ada  

                                                             
80 Heppy Indah Hapsari, “Studi Putusan yang Tidak Dapat Dieksekusi (non executable) dalam 

perkara perdata: studi putusan nomor 16/Pdt.Plw/2014/PN.Kdl” Jurnal Verstek: Bagian Hukum 

Acara Universitas Sebelas Maret Vol. 6 No. 2 (2018): 11. 
81 Hapsari, Studi putusan yang tidak dapat dieksekusi (non executable)”: 11 
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2) Putusan Bersifat Deklarator  

3) Barang Objek Eksekusi di Tangan Pihak Ketiga 

4) Eksekusi Terhadap Penyewa, Non Executable  

5) Tanah yang Hendak Dieksekusi Tidak Jelas Batasnya  

6) Perubahan Status Tanah Menjadi Milik Negara  

7) Barang Objek Eksekusi Berada di Luar Negeri  

8) Dua Putusan yang Saling Berbeda  

9) Eksekusi terhadap Harta Kekayaan Bersama. 

Dapat dieksekusi (non executable) berbeda–beda sesuai dengan 

alasan dan hasil persidangan. Akibat hukum setelah putusan dinyatakan 

tidak dapat dapat dieksekusi adalah sebagai berikut:82 

1) Putusan yang dinyatakan non executable dengan alasan 

harta atau objek eksekusi tidak ada titel non executable 

tersebut hanya bersifat sementara dan tidak menggugurkan 

kewajiban tergugat untuk memenuhi kewajibannya.  

2) Putusan yang dinyatakan non executable dengan alasan 

objek dijaminkan kepada pihak ketiga maka eksekusi dapat 

dialihkan terhadap objek lain yang tidak dijaminkan.  

3) Putusan menjadi non executable apabila objek berada di 

luar negeri, eksekusi masih dapat dilakukan apabila 

pemohon mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri 

tempat objek tersebut berada. 

                                                             
82 Hapsari, Studi putusan yang tidak dapat dieksekusi (non executable)”: 11. 
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4) Putusan yang dinyatakan non executable dengan alasan 

status tanah berubah menjadi milik Negara harus 

dihentikan eksekusinya karena dengan kembalinya status 

tanah menjadi milik Negara maka gugur kewajiban 

tereksekusi. Eksekusi juga harus dihentikan apabila batas–

batas tanah tidak jelas. 

5) Putusan yang dinyatakan tidak dapat dieksekusi dengan 

alasan objek berada ditangan pihak ke tiga, putusan yang 

bersifat deklaratori, objek berada di tangan penyewa, dan 

eksekusi terhadap harta bersama masih ada upaya agar 

eksekusi tetap berjalan yaitu dengan mengajukan gugatan 

baru. 

6) Dua putusan pengadilan yang saling bertentangan 

mengakibatkan putusan non executable, terhadap alasan 

tersebut maka upaya yang dapat ditempuh adalah 

peninjauan kembali. 

 

F. Kedudukan Wanita Di Mata Hukum 

Kedudukan Wanita Indonesia dalam rangka turut serta mengisi 

gerak pembangunan telah pula ditegaskan dalam garis-garis besar Haluan 

negara, yaitu pembangunan yang menyeluruh mensyaratkan ikut 

sertanya pria maupun wanita secara maksimal disegala bidang. Dalam 

rangka ini, Wanita mempunyai hak, kewajiban, dan kesempatan yang 
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sama dengan pria dalam segala bidang kegiatan pembangunan. 

Perjuangan emansipasi Wanita setelah kemerdekaan, telah dituangkan 

dalam beraneka bentuk, baik berupa Undang-Undang RI maupun 

yuriprudensi Mahkamah agung dan membuktikan kedudukan kaum 

Wanita di mata hukum Indonesia dewasa ini menunjukkan kemajuan 

yang sangat pesat dan positif.83 

Salah satu contoh missal dalam bidang hukum perkawinan sudah 

berlaku hukum perkawinan nasional yakni Undang-Undang RI No. 1 

Tahun 1974 yang berlaku untuk semua warga negara Indonesia. 

Selanjutnya apabila kita melihat dalam kenyataan atau praktek dewasa 

ini bahwa kaum Wanita mempunya fungsi ganda yakni: 

1. Wanita sebagai ibu dan pendidik 

2. Wanita sebagai kekasih dari teman lelaki 

3. Wanita sebagai Wanita karir 

4. Wanita sebagai makhluk tuhan 

5. Wanita sebagai anggota masyarakat 

Bustanul Arifin menyimpulkan bahwa kedudukan wanita dan 

pria yang memasuki ambang perkawinan itu adalah seimbang. 

Menyangkut kedudukan wanita sebagai mitra sejajar keluarga yang 

harmonis, antara lain dirumuskan dalam pasal 79 Buku 1 Hukum 

Perkawinan Kompilasi Hukum Islam, yaitu:84 

                                                             
83 Putri Diana Fatricia, “Kedudukan Wanita dimata hukum Indonesia,” Jurnal Hukum (2022): 12 
84 Hartini Tahir, “Kedudukan Wanita Dalam Hukum Indonesia”,” Jurnal Al – qadau, Vol. 1 Nomor 

2 (2014): 87.  
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1. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 

2. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan 

kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan 

pergaulan hidup bersama dengan masyrakat. 

3. Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan 

hokum. 

Menyangkut peranan wanita yang berkaitan dengan hukum, jelas 

telah diatur yaitu UU RI No. 1 Tahun 1974 beserta peraturan 

pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975. Dalam pasal 31 ayat 1 disebutkan 

bahwa kedudukan sama antara suami istri dianut dalam undang-undang 

ini. Dalam pasal 31 ayat 3 disebutkan bahwa suami dan isteri diberi 

batasan yang jelas, suami adalah kepala keluarga dan istri adalah ibu 

rumah tangga.85 

Dari ketentuan yang terdapat dalam pasal 6-10 UUP yang 

menentukan bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua 

mempelai, nampak bahwa wanita mempunyai hak yang sama dengan pria 

dalam melangsungkan pernikahan. Keseimbangan kedudukan suami 

isteri itu tidak terbatas dalam soal rumah tangga saja, akan tetapi juga 

dalam hubungan dengan masyarakat, sebagaimana yang terdapat dalam 

pasal 31 ayat 1 UUP.No. 1 Tahun 1974. 

Kedudukan perempuan dalam sistem hukum Indonesia, UUD 

1945 dan UU RI No. 39 Tahun 199 tentang HAM telah menegaskan 

                                                             
85 Hartini, “Kedudukan Wanita Dalam Hukum Indonesia”, 88. 
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kesetaraan perempuan dengan laki-laki, namun tidak sedikit produk 

hukum negara baik di tingkat nasional, provinsi, maupun kota/kabupaten 

yang berpotensi menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan, seperti 

di masa awal kemerdekaan, produk hukum Indonesia di tahun 2000-an 

atau pascareformasi 1998, sudah menunjukkan perhatian terhadap 

perempuan dan kesetaraan gender, akan tetapi potensi diskriminasi tetap 

ada dan masih dijumpai dalam masyarakat. Dalam pandangan Islam 

kedudukan perempuan tidak sebagaimana diduga atau dipraktikan 

sebagain masyarakat. Ajaran Islam pada hakikatnya memberikan 

perhatian yang sangat besar serta kedudukan terhormat kepada 

perempuan. M. Al-Ghazali menyebutkan bahwa:86 “kalau kita 

mengembalikan pandangan ke masa sebelum seribu tahun, maka kita 

akan menemukan perempuan menikmati keistimewaan dalam bidang 

materi dan sosial yang tidak dikenal perempuan di kelima benua. 

Keadaan mereka ketika itu lebih baik dibandingkan dengan keadaan 

perempuan barat dewasa ini, asal saja kebebasan dalam berpakaian serta 

pergaulan tidak dijadikan bahan perbandingan.” 

 

                                                             
86 Isnawati Rais, “Kedudukan Hukum Perempuan dalam Undang-Undang Perkawinan (UUP)”, 

Jurnal Legislasi Indonesia, Jakarta: Ditjen Peraturan Perunda-Undangan Kementerian Hukum dan 

HAM RI, Vol. 7 No. 2 (2010): 188 
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BAB III 

PEMBAHASAN 

A. Upaya Hukum Terhadap Putusan Non Executable Pada Perkara 

Nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr 

Mahkamah Agung Republik Indonesia menjelaskan bahwa suatu 

putusan yang telah berkekuatan hukum tetap dapat dinyatakan non-

executable oleh Ketua Pengadilan Negeri apabila:87 

1. Putusan bersifat deklaratori dan constitutief, adalah pernyataan 

hakim yang tertuang dalam putusan yang dijatuhkannya. 

Pernyataan itu adalah penjelasan atau penetapan tentang sesuatu 

hak atau title maupun status dan pernyataan itu dicantumkan 

dalam amar atau diktum putusan. 

Putusan constitutief (constitutief vonnis) adalah putusan yang 

memastikan suatu keadaan hukum, baik yang bersifat 

meniadakan suatu keadaan hukum maupun yang menimbulkan 

keadaan hukum baru. 

2. Barang yang akan dieksekusi tidak berada ditangan 

tergugat/termohon eksekusi. 

3. Barang yang akan dieksekusi tidak sesuai dengan barang yang 

disebutkan di dalam amar putusan. 

4. Amar putusan tersebut tidak mungkin untuk dilaksanakan. 

                                                             
87 Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia, “Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi 

Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan”, 2013, 43 



64 
 

 

5. Ketua Pengadilan Negeri tidak dapat menyatakan suatu putusan 

non-executable, sebelum seluruh proses/acara eksekusi 

dilaksanakan, kecuali tersebut pada butir a. penetapan non-

executable harus didasarkan berita acara yang dibuat oleh juru 

sita yang diperintahkan untuk melaksanakan putusan tersebut. 

Menurut M. Yahya Harahap ekesekusi yang tidak dapat dijalankan 

(non-executable), yaitu dalam hal:88 

1. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada 

2. Putusan bersifat deklaratoir 

3. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga 

4. Eksekusi terhadap penyewa, Non executable 

5. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga 

6. Tanah yang hendak dieksekusi tidak jelas batasnya 

7. Perubahan status menjadi milik negara 

8. Barang objek eksekusi tidak jelas batasnya 

9. Dua putusan yang saling berbeda 

10. Eksekusi terhadap harta kekayaan bersama 

Akibat hukum putusan yang dinyatakan Non-Executable masih 

dapat diajukan suatu upaya hukum kasasi dalam pasal 30 Undang-Undang 

RI Nomor 5 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang RI 

Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung yang berbunyi: 

                                                             
88 M. Yahya Harahap, Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata: bab 12  (Jakarta: Sinar 

Grafika, 2009), 5. 
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1. Mahkamah Agung dalam tingkat kasasi membatalkan putusan 

atau penetapan pengadilan-pengadilan dari semua lingkungan 

peradilan karena : a. tidak berwenang atau melampaui batas 

wewenang, b. salah menerapkan atau melanggar hukum yang 

berlaku, c. lalai memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh 

peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu 

dengan batalnya putusan yang bersangkutan. 

2. Dalam sidang permusyawaratan, setiap hakim agung wajib 

menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap 

perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak 

terpisahkan dari putusan. 

3. Dalam hal sidang permusyawaratan tidak dapat dicapai mufakat 

bulat, pendapat hakim agung yang berbeda wajib dimuat dalam 

putusan. 

4. Pelaksanaan lebih lanjut ketentuan sebagaimana dimaksud pada 

ayat (2) dan ayat (3) diatur Mahkamah agung. 

Upaya hukum yang dilakukan Non Executable antara lain ditetapkan 

dalam hal:89 

a. Harta kekayaan tereksekusi tidak ada disuami disebabkan hanya 

seorang supir 

b. Putusan bersifat deklaratoir 

c. Barang objek eksekusi di tangan pihak ketiga 

                                                             
89 Harahap, Ruang lingkup permasalahan eksekusi bidang perdata (bab 12), 6. 
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d. Barang yang hendak dieksekusi, dijaminkan kepada pihak ketiga 

Pemohon dengan NIK 3506130107840065 Tempat/Tgl. Lahir 

Kediri 01/07/1984, Umur 36 Tahun, Agama Islam Pekerjaan xxxx, alamat 

Indonesia Desa xxxx Kecamatan xxxx kabupaten kediri, Berdasarkan surat 

kuasa khusus tertanggal 17 November 2020 memberikan kuasanya kepada 

Suprianto S.H., Yuli Estu Maharini, S.H. kedua advokat/konsultan hukum 

yang beralamat di Dusun Setonopundung Desa Ngadi Kecamatan Mojo 

Kabupaten Kediri, disebut sebagai Pemohon.90 

Dengan laman termohon Tempat/tgl lahir Kediri, 09/07/1987 (33 

Tahun), Pendidikan SLTP, Pekerjaan Swasta, Alamat Desa xxxxxx 

Kecamatan xxxxx Kabupaten Kediri, berdasarkan surat kuasa tanggal 09 

desember 2020, memberikan kuasa kepada Gatot Sapta Heriyawanto, SE., 

SH. M.Kn dan Riko Andrea Soenyoto SH., para advokat yang berkantor di 

jalan Diponegoro No. 199 desa Selotopeng Kecamatan Banyakan 

Kabupaten Kediri, disebut sebagai Termohon.91 

Pada tanggal 23 November 2020 yang didaftarkan pada register 

perkara Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 

3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tanggal 26 November 2020, telah 

mengemukakan hal-hal yang terjadi seperti penggugat dan tergugat adalah 

suami istri yang sah yang telah menikah pada tanggal Desember 2006 dan 

dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama xxxxxxxx, 

                                                             
90 Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr 
91 Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr 
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dalam kutipan akta nikah nomor : 0639/11/XII/2006, dalam status perawan 

dan jejaka.92 

Pemohon dan termohon membina rumah tangga sebagai suami istri 

bertempat tinggal di rumah orang tua. Termohon dan pemohon tinggal 

dirumah orang tua selama 9 tahun dan 8 bulan lalu pisah rumah sampai 

sekarang. Awalnya rumah tangga pemohon termohon sangat harmonis dan 

telah memiliki 2 anak yang bernama xxx umur 13 tahun dan nomor 2 

bernama xxxx, semua anaknya diasuh oleh termohon. 

Saat bulan juli 2018, mengalami retaknya rumah tangga dan mulai 

goyah tidak harmonis disebabkan oleh perselisihan/pertengkaran tentang 

termohon menuntut nafkah diluar kemampuan termohon disamping itu 

pemohon tidak menghormati dan patuh kepada pemohon. Puncak masalah 

dibulan september 2020 pemohon keluar rumah dan kembali kerumah orang 

tuanya, sehingga antara pemohon dan termohon telah pisah rumah selama 3 

bulan dan selama berpisah tersebut keduanya sudah saling meninggalkan 

kewajibannya sebagai suami istri. 

Pemohon sudah tidak tahan mempertahankan rumah tangga dan 

ingin mengakhiri dengan perceraian. Orang tua pemohon pernah berusaha 

menasehati, merukunkan, tetapi usaha tersebut tidak berhasil. Pemohon 

mengatakan bahwa rumah tangga nya tidak sejahtera, tiak berhasil dan 

kondisinya semakin memburuk sehingga pemohon ingin mengakhiri 

                                                             
92 Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr 
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perkawinan dengan perceraian. Pemohon sanggup membayar biaya yang 

timbul akibat perkara ini.93 

Pemohon juga memiliki 4 orang saksi  yang bernama M. Arifin bin 

Mat Jaes, kaka pemohon, kaka termohon, kaka ipar termohon dalam sumpah 

mengatakan:94 

- Saksi mengaku kenal dengan pemohon dan termohon karena 

kaka pemohon. 

- Saksi mengetahui pemohon termohon memiliki 2 orang anak 

yang diasuh oleh termohon. 

- Saksi mengetahui seringnya pertengkaran yang disebabkan 

masalah ekonomi dan ketika bertengkar termohon sering 

mengusir pemohon. 

- Saksi mengetahui pekerjaan pemohon adalah sipir angkutan 

barang penghasilannya dalam tiap rit (angkut sebesar 

Rp.250.000 dan dalam 1 minggu bisa mengangkut 2-3 kali. 

- Saksi mengetahui pemohon termohon telah pisah rumah kurang 

lebih 3-4 bulan karena pemohon pergi meninggalkan termohon 

dan tinggal dirumah orang tua, pemohon sudah tanpa saling 

berkomunikasi. 

- Saksi tidak pernah mengetahui pemohon mempunyai hubungan 

dengan wanita lain atau menikah sirri dengan wanita lain. Dan 1 

                                                             
93 Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr 
94 Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr 
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saksi selaku kaka termohon mempunya bukti perselingkuhan 

berupa transfer. 

- Saksi mengetahui pemohon masih memberi nafkah kepada 

termohon akan tetapi saksi tidak tahu nominalnya. 

- Saksi mengetahui dari pihak keluarga sudah mendamaikan 

pemohon dan termohon agar rujuk dan rukun kembali rumah 

tangga namun gagal. 

Dalam mengadili dalam konpensi mengabulkan permohonan 

pemohon, dan memberi izin kepada pemohon untuk menjatuhkan talak satu 

roj’i terhadap termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten 

Kediri. Dalam rekonpensi hakim mengabulkan gugatan penggugat 

rekonpensi seluruhnya, menghukum tergugat rekonpensi untuk membayar 

kepada penggugat berupa:95 

a. Nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000 (empat juta lima ratus ribu 

rupiah. 

b. Mut’ah sebesar Rp. 20.000.000 (dua puluh juta). 

c. Nafkah dua orang anak pertama xxxx, umur 13 tahun, dan xxxx 

masing-masing setiap bulan minimal sebesar Rp.1.000.000 (satu 

juta rupiah) sampai anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun 

di luar biaya pendidikan dan kesehatan. 

d. Angka 2 huruf a dan b harus dibayar lunas sesaat setelah ikrar 

talak dilakukan. 

                                                             
95 Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr 
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Dalam konpensi dan rekonpensi menghulum pemohon 

konpensi/tergugat rekonpensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar 

Rp.370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah). Putusan ini disahkan pada 

Kamis tanggal 18 Maret 2021, 04 Sya’ban 1442 H, oleh Arudji, S.H. M.H. 

selaku Ketua Majelis serta Drs. H. Darsani, dan Drs. Moch. Rusdi, M.H 

sebagai hakim anggota yang dibantu dalam sidang terbuka untuk umum 

Laila Rahmah, S.H. sebagai panitera pengganti dengan dihadiri oleh 

pemohon dan termohon. 

Sebagaimana dalam putusannya, pemohon menerima dan 

mengabulkan gugatan rekonvensi dari penggugat rekonvensi/termohon 

konvensi secara keseluruhan dan harus diberikan secara tunai pada saat ikrar 

talak diucapkan oleh tergugat rekonvensi dihadapan Majelis Hakim 

pemeriksa perkara ini.96 Akan tetapi pada saat pengucapan ikrar talak 

pemohon tidak hadir dalam persidangan, hal ini menyebabkan kekuatan 

putusan yang kemudian gugur tersebut membawa dampak atau akibat 

hukum bagi gugatan rekonvensi istri yang telah dikabulkan oleh majelis 

hakim menjadi gugur pula, isi putusan gugatan rekonvensi menjadi non 

executable atau tidak dapat dilaksanakan dan tidak bisa membayar nafkah 

karena hanya supir yang penghasilan dibawah UMR. 

Bahwa terhadap permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon 

dalam perkara Konvensi tersebut, pada dasarnya Termohon tidak 

berkeberatan/setuju untuk bercerai dengan Pemohon karena hak-hak istri 

                                                             
96 Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr 
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dalam perkawinan sudah tidak dipenuhi seperti nafkah lahir dan bathin dan 

diduga adanya perselingkuhan dalam perkara ini. Upaya hukum dalam 

putusan dinyatakan non executable disebabkan harta suami tidak dapat 

dieksekusi yang bersifat sementara dan tidak menggugurkan kewajiban 

suami untuk memenuhi kewajibannya.  

Berdasarkan uraian putusan diatas secara teoretik, upaya hukum 

dalam perkara perdata dibagi menjadi dua, yaitu upaya hukum biasa dan 

upaya hukum luar biasa. Upaya hukum biasa, macamnya ialah verzet 

perlawanan, banding, dan kasasi. Upaya hukum ini diajukan oleh pihak 

yang tidak puas terhadap putusan pengadilan yang masih berada dalam 

rentang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, dan 

status putusan belum berkekuatan hukum tetap. Upaya hukum luar biasa, 

diajukan mana kala putusan telah disebut inkracht van gewijsde, dan macam 

dari upaya hukum ini adalah peninjauan kembali atau derden 

verzet/perlawanan pihak ketiga. 

Adapun terhadap putusan non-executable, perlu dicermati dahulu 

statusnya, apabila belum berkekuatan hukum tetap, maka terbuka dalam 

peradilan tingkat banding untuk melakukan koreksi, bahkan sampai dengan 

tingkat kasasi. Namun apabila sudah berkekuatan hukum tetap, maka 

pilihan upaya hukumnya adalah dengan mengajukan peninjauan kembali, 

Upaya hukum peninjauan kembali atau request civil merupakan upaya 

hukum luar biasa sebagai upaya hukum terhadap putusan yang telah 

memperoleh kekuatan hukum tetap, bahkan putusan itu sudah dilaksanakan 
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atau dieksekusi. Pemohonan peninjauan kembali terjadi apabila ada alasan 

untuk itu dan dirasakan tidak adil.97 Upaya ini terjadi apabila pihak-pihak 

yang berperkara keberatan dan dirugikan oleh putusan yang telah 

memperoleh hukum tetap. Dalam UU RI No. 14 Tahun 1985 tentang 

Mahkamah Agung menyebutkan peninjauan kembali hanya dapat diajukan 

1 kali. peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan 

pelaksanaan putusan pengadilan. Peninjauan kembali dapat dicabut selama 

belum diputus, dan kalau sudah dicabut maka tidak lagi diajukan peninjauan 

kembali untuk kedua kali, atau berdasarkan pendapat M. Yahya Harahap, 

adalah dengan mengajukan gugatan baru sekedar mengoreksi atau 

menambah amar condemnatoir. Hal ini tentu tidak bertentangan dengan 

asas nebis in idem, karena objek yang dituntut dalam gugatan baru adalah 

berbeda sama sekali dengan gugatan semula.98 

Bahwa Upaya hukum yang dapat ditempuh oleh pemohon eksekusi 

akibat permohonan yang dinyatakan non-executable adalah yang pertama 

dengan mengajukan gugatan baru kembali meskipun bersinggungan dengan 

asas nebis in idem dan yang kedua dengan mengajukan permohonan 

peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung dengan dasar alasan adanya 

bukti baru dan atau kekhilafan hakim dalam memeriksa serta mengadili 

perkara tersebut. 

  

                                                             
97 Muhammad Fauzan, dan Ilyas Yunus, “Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh No. 

34/Pdt.G/PN-BNA”, JIM Bidang Keperdataan Vol. 2(1Februari 2018): 225 
98 Rizky Ramadhan Baried, “Kedudukan dan Upaya Hukum Putusan Perkara Perdata yang Bersifat 

Non Executable,”Prosiding Seminar Nasional Hukum Perdata (2021): 145 
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B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Putusan Non Executable 

Dalam Perkara Cerai Talak  

Perlindungan adalah suatu hal atau perbuatan untuk melindungi 

subjek hukum berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku disertai 

dengan sanksi-sanksi apabila ada yang melakukan wanprestasi. 

Perlindungan hukum adalah jaminan ha-hak dan kewajiban manusia dalam 

rangka memenuhi kepentingan sendiri maupun di dalam hubungan dengan 

manusia lain.99 

Sifat manusia, cenderung ingin kepentingannya dipenuhi terlebih 

dahulu, tanpa mengingat kepentingan-kepentingan saling bertentangan. 

Keadaan tersebut, apabila tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah 

akan tertindas atau setidak-tidaknya timbul pertentangan atau gejolak. 

Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka keadiLan dan kepastian 

hukum harus diberikan kepada seseorang yang memerlukan 

perlindungan.100 

Setiap orang menginginkan agar rumah tangganya harmonis. Hal ini 

tertuang dalam Undang-Undang Perkawinan pasal 31 ayat 1 mengatur 

bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak serta kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup Bersama dalam 

masyarakat. Akan tetapi dalam kehidupan sehari-hari tidaklah seindah 

dengan apa yang telah dirumuskan dalam undang-undang tersebut. Namun, 

                                                             
99 M.Syaifuddin, Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dalam Proses Gugat 

Cerai (Khulu’) di Pengadilan Agama Palembang,” Jurnal Dinamika Hukum, Vol.12 No.2 (Mei 

2012): 251 
100 Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan,”, 251 
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realita yang terjadi bahwa masih banyak dijumpai ketidakseimbangan 

antara hak laki-laki dan perempuan di masyarakat.101 

Dijelaskan dalam ketentuan pasal 113 Intruksi Presiden No. 1 Tahun 

1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, sebuah perkawinan dapat putus 

karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Perceraian 

ialah pengakhiran suatu pernikahan karena suatu sebab, menggunakan 

keputusan hakim. Perceraian suatu perkawinan sekali-kali tidak bisa dicapai 

dengan suatu persetujuan kedua belah pihak.102 

Namun, realita yang terjadi bahwa masih banyak dijumpai 

ketidakseimbangan antara hak laki-laki dan perempuan di masyarakat. 

Suami sebagai kepala rumah tangga dan mempunyai fisik yang lebih kuat 

daripada istri seringkali melakukan tindakan diskriminasi atau penindasan 

terhadap istri. Kondisi ini banyak disebabkan oleh budaya masyarakat 

Indonesia yang banyak menyimpan pola-pola diskriminasi terhadap 

perempuan, sehingga perempuan sebagai seorang istri haruslah patuh dan 

tunduk atas segala perintah suami, dalam arti perempuan ketika sudah 

menjadi istri, maka hidup istri sepenuhnya adalah hak suami. 

Hak suami dan istri menjalankan rumah tangga diatur dalam UU RI 

No.1 Tahun 1974 pasal 34 yang menentukan:  

1. Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu 

keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. 

                                                             
101 Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan,”, 251 
102 Subekti dan Tjitosudibjo, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya 

Paramita, 2008), 51. 
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2. Istri wajib mengatur rumah tangga sebaik-baiknya. 

3. Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing 

dapat mengajukan gugatan ke pengadilan. 

Selanjutnya ditegaskan dalam UU RI No. 1 Tahun 1974 ayat 1, 2, 3: 

1. Hak dan kedudukan istri seimbang dengan hak dan kedudukan 

suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup 

Bersama dalam masyarakat. 

2. Masing-masing pihak berhak melakukan perbuatan hukum. 

3. Suami adalah kepala keluarga dan istri ibu rumah tangga. 

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan 

Kompilasi Hukum Islam (KHI) telah menjelaskan secara detail tentang 

perlindungan terhadap istri, hak, kedudukan yang seimbang dengan 

kedudukan suami dalam rumah tangga, dan pergaulan masyarakat. Namun 

kenyataannya ketika terjadinya suatu perceraian, putusan pengadilan hakim 

tidak selamanya berpihak pada perlindungan istri. Berdasarkan 149 KHI 

apabila perkawinan putus karena cerai talak maka mantan suami wajib 

memberikan mut’ah yang layak kepada istrinya berupa uang atau benda 

kecuali mantan istrinya qablal-dukhul, memberikan nafkah, maskan 

(tempat tinggal), kiswah, melunasi mahar yang terhutang dan memberikan 

hadlanah kepada anak-anaknya yang belum dewasa. Dalam putusan cerai 

talak selalu diikuti dengan kewajiban untuk memberikan nafkah istri. Untuk 

adanya putusan nafkah istri harus dengan kehadiran istri di persidangan dan 

menuntut hak-haknya. Adapun pada umumnya, jika terjadi perselisihan 
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mengenai jumlah yang harus dibayar suami maka dianjurkan untuk 

diselesaikan secara musyawarah dan kekeluargaan. Namun apabila dengan 

musyawarah tidak tercapai kata mufakat maka pengadilan agama dapat 

menentukan jumlahnya yang disesuaikan dengan kemampuan suami. Akhir 

dari proses persidangan adalah putusan. Yang mana putusan adalah 

pernyataan hakim sebagai pejabat negara yang diucapkan dalam 

persidangan dan bertujuan untuk mengakhiri perkara.103 

Salah satu problema yang muncul bahwa walaupun dalam suatu 

perkara perdata sudah sesuai dengan due process of law tersebut, ternyata 

putusan pengadilan terkadang tidak dapat dilaksanakan sehingga tidak 

memberikan keadilan bagi pihak-pihak. Hal ini sering terjadi pada 

pelaksanaan putusan (eksekusi). Untuk merealisasikan memerlukan upaya 

paksa (execution force) dari pengadilan. Dalam praktik, putusan cerai talak 

dan gugatan rekonvensi yang berkaitan dengan nafkah istri antara cerai talak 

dengan cerai gugat terkadang berbeda. Dalam cerai gugat, pengadilan tidak 

selamanya akan memberikan putusan tentang nafkah karena istri yang 

mengajukan gugat cerai dapat kehilangan hak-haknya. Dalam hal ini 

berbeda dengan cerai talak dimana hakim akan selalu memberikan nafkah 

tersebut selama dituntut oleh istri dan istri Hak dan kedudukan istri 

seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga 

dan pergaulan hidup Bersama dalam masyarakat.104 

                                                             
103 Elliani Sudjana, “Analisi Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri 

Di Pengadilan Agama Banyuwangi” (Undergraduate thesis, Universitas 17 Agustus 1945 

Banyuwangi, 2021), 54. 
104 Sudjana, “Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak”, 55. 
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Perlindungan hukum bagi pihak berperkara secara umum ditegaskan 

dalam pasal 27 UU RI No. 39 Tahun 1999 yang mengatur bahwa setiap 

orang tanpa diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan 

mengajukan permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara 

pidana, perdata maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan 

yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin 

pemeriksaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk 

memperoleh putusan yang adil dan benar.105 

Dalam Pasal 38 UU RI Nomor 1 Tahun 1974 secara limitative 

ditegaskan Perkawinan  dapat putus karena: 

1. Kematian; 

2. perceraian dan; 

3. atas keputusan Pengadilan.106 

1. Akibat Kematian   

Dalam hal perkawinan putus karena kematian akan menimbulkan 

persoalan baru, dalam masalah hukum harta peninggalan menjadi hukum 

waris. Dalam menyelesaikan permasalahan tersebut dalam putusan 

perkara bahwa suami masih hidup akan tetapi istri meminta haknya 

terpenuhi. 

 

 

                                                             
105 Sri Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan,”, 252. 
106 Muhammad, “Tinjauan Yuridis Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang 

Putusnya Perkawinan Karena Keputusan Pengadilan” (Undergraduate thesis, Universitas Sriwijaya 

Fakultas Hukum Inderalaya, 2009), 2. 
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2. Akibat Perceraian Terhadap Isteri, Anak dan Harta 

Putusnya perkawinan karena perceraian yakni ialah penghapusan 

perkawinan dengan putusan hakim, atas tuntutan salah satu pihak dalam 

perkawinan itu. Undang-undang tidak membolehkan perceraian degan 

pemufakatan saja antara suami dan isteri, akan tetapi harus adanya alasan 

yang sah.107 lebih lanjut menyebutkan dalam pasal 116 KHI dijelaskan 

beberapa alasan-alasan perceraian yang akan diajukan kepada pengadilan 

untuk di proses dan ditindak lanjuti, adapun alasan-alasan tersebut sebagai 

berikut : Perceraian suami istri disebabkan karena suami yang tidak 

memenuhi hak istri seperti menafkahi lahir dan bathin, memenuhi 

kebutuhan sehari-hari untuk istri dan anak, dugaan perselingkuhan terdapat 

dari beberapa saksi, dan tidak memberikan fasilitas memadai untuk istri dan 

anak. 

a. Akibat perceraian terhadap isteri 

Dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam ditegaskan, 

Perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: 

1) Memberikan mut`ah yang layak kepada bekas 

isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali 

bekas isteri tersebut qobla al dukhul; suami 

telah sepakat untuk memberikan mut’ah namun 

dengan cara semampunya. 

                                                             
107 Muhammad, “Tinjauan Yuridis”, 3 
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2) Memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada 

bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas 

isteri telah di jatuhi talak bain atau nusyur dan 

dalam keadaan tidak hamil, suami tetap 

menafkahi dengan cara semampunya. 

3) Melunasi mahar yang masih terhutang 

seluruhnya, dan separoh apabila qobla al 

dukhul, suami tidak memiliki hutang mahar. 

Dalam Pasal 152 KHI ditegaskan “Bekas isteri berhak 

mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali ia 

nusyuz”. Sedangkan “Bekas suami berhak melakukan ruju` 

kepada bekas istrinya yang masih dalam iddah (Pasal 150 

KHI). 

a. Akibat perceraian terhadap harta 

Sebagaimana yang  dikemukakan di atas terjadinya perceraian 

akan berakibat terhadap anak, demikian jugalah halnya dengan akibat 

perceraian terhadap kekayaan (harta benda baik benda bergerak 

maupun benda tidak bergerak) yang diperoleh selama dalam ikatan 

perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 37 Undang- Undang 

RI Nomor. 1 Tahun. 1974, yang berbunyi "Bila perkawinan 

putus, karena perceraian, harta bersama diatur menurut 

hukumnya masing-masing". Di dalam Penjelasan Pasal 37 

UU RI Nomor 1 tahun 1974 dapat diketahui bahwa yang 
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dimaksud dengan "hukumnya masing-masing" adalah hukum agama, 

hukum adat dan hukum-hukum lainnya. 

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 Undang-undang RI 

Nomor 1 Tahun 1974: 

1. Harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta 

bersama. 

2. Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda 

yang diperoleh masing-masing sebagai hadiah atau warisan, adalah 

dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak 

menentukan lain. 

Dalam Pasal 36 Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 

diatur: 

1. Mengenai harta bersama, suami atau isteri dapat bertindak 

atas persetujuan kedua belah pihak. 

2. Mengenai harta bawaan masing-masing, suami dan isteri 

mempunyai hak sepenuhnya untuk melakukan perbuatan 

hukum mengenai harta bendanya. 

Apabila terjadi perceraian sesuai ketentuan dalam Pasal 97 

Kompilasi Hukum Islam “Janda atau duda cerai masing-masing 

berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain 

dalam perjanjian perkawinan. Demikian juga dalam Pasal 157 Harta 

bersama dibagi menurut ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal 

96 dan 97. 
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Seorang perempuan, Ketika mencari keadilan dan perlindungan baik 

dalam proses naming, blaming, dan claiming, yakni Ketika perempuan 

mengadukan masalahnya sampai proses penyelesaian perkara dilakukan, 

perempuan senantiasa mengalami diskriminasi. Perempuan, Ketika 

mengalami kasus kekerasan, merasakan ketidak-adilan yang terjadi pada 

dirinya (naming). Perempuan kemudian mempermasalahkan atau mulai 

menuntut orang atau pihak yang melakukan kekerasan terhadap dirinya 

(blaming), dan Ketika perempuan mengadukan kasusnya kepihak ketiga 

maka perempuan korban mulai berpikir bagaimana cara mereka mencari 

keadilan (claiming).108 

 Adanya suatu perlindungan hukum yang merupakan suatu hal atau 

perbuatan untuk melindungi subjek hukum yang juga merupakan jaminan 

hak-hak dan kewajiban manusia dalam rangka memenuhi kepentingan 

sendiri maupun di dalam hubungan dengan manusia lain yang dalam hal ini 

suami istri. Sifat manusia, cenderung ingin kepentingannya dipenuhi 

terlebih dahulu, tanpa mengingat kepentingan orang lain dan tidak jarang 

terjadi kepentingan-kepentingan tersebut saling bertentangan.109 Keadaan 

tersebut, apabila tidak diatur atau tidak dibatasi, maka yang lemah akan 

tertindas atau setidak-tidaknya timbul pertentangan atau gejolak lain. 

Berkaitan dengan perlindungan hukum, maka keadilan dan kepastian 

                                                             
108 Turatmiyah, “Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan,”, 251 
109 Pasal 31 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.   
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hukum yang harus diberikan kepada seseorang manakala orang tersebut 

memerlukan perlindungan hukum. 

Hak nafkah terhadap istri merupakan hal yang lumrah karena tidak 

jarang istri yang nantinya akan memlihara anak. Dalam hal ini seringkali 

dalam putusan hakim memutuskan jumlah yang tidak sesuai dari apa yang 

diminta, misalnya hanya memutus seperenamnya. Pihak istri sebenarnya 

tidak menerima, namun mereka pada umumnya hanya bisa pasrah. Padahal 

penyebab perceraian tersebut terkadang disebabkan oleh suami yang tidak 

bertanggung jawab kepada keluarga ataupun selingkuh bahkan kawin 

lagi.110 

Dalam proses pembayaran nafkah terhadap mantan istri setelah 

terjadinya perceraian kemungkinan akan terjadinya hal-hal yang tidak 

diharapkan seperti hak tidak sesuai dengan putusan Pengadilan,, 

keterlambatan dalam membayar bahkan bisa juga mantan suami melalaikan 

kewajiban yang harus dibayar dan dipenuhi. Dalam hal ini majelis hakim 

akan menunda pelaksanaan ikrar talak selama 6 (enam) bulan serta menunda 

pemberian akta cerai kepada Penggugat (mantan suami) sampai Penggugat 

menunaikan kewajibannya akaibat perceraian. Yang mana dalam hal ini 

sudah diatur dalam SEMA no 2 tahun 2019 (Surat Edaran Mahkamah 

Agung). 

Seperti dalam prakteknya bahwa Istri merupakan pihak yang lemah 

dari sisi hukum perlu mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan 

                                                             
110 Sudjana, “Analisis Hukum Permohonan Cerai Talak”, 56. 
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hak-haknya kembali. Hal ini sebagaimana terjadi pada salah satu putusan 

hakim nomor 3890/Pdt.G/2020/PA.Kab.Kdr tertanggal 23 November 2020 

yang didaftarkan pada register perkara Peradilan Agama Kabupaten Kediri, 

yang mana dalam putusan ini menerangkan bahwa pemohon tidak tahan lagi 

mempertahankan rumah tangganya dan ingin mengakhiri dengan 

perceraian. Pemohon telah sering membohongi dan menipu Termohon, 

Pemohon telah berhubungan dengan beberapa wanita lain, bahkan telah 

menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan Termohon. Hal itulah 

yang menyebabkan Rumah Tangga Termohon dengan Pemohon tidak 

Harmonis.111  

Tentu pihak yang dirugikan apabila putusan Pengadilan Agama 

tidak dilaksanakan dalam hal ini adalah isteri, karena mut’ah, nafkah iddah, 

dan nafkah pemeliharaan anak tidak dibayarkan oleh suami, maka 

perlindungan selanjutnya dapat berbentuk permohonan untuk eksekusi, 

adapun jenis eksekusi yang berkaitan pembayaran mut’ah, nafkah iddah, 

dan nafkah anak tersebut adalah eksekusi pembayaran sejumlah uang, yang 

dasar hukumnya adalah Pasal 197-200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg.112 

Apabila amar putusan berisi penghukuman pembayaran sejumlah 

uang, berarti tergugat rekonvensi dipaksa untuk melunasi sejumlah uang 

kepada Penggugat rekonvensi dengan jalan yang beralasan hukum. 

Pengadilan tidak ikut campur dalam pelaksanaan pembayaran mut’ah, 

                                                             
111 Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr 
112 KUHPerdata Pasal 197- 200 HIR dan Pasal 208-218 R.Bg. 
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nafkah iddah dan nafkah anak, namun demi mengupayakan jaminan istri 

bagi suami yang mempunyai iktikad tidak baik, maka majelis hakim di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri memerintahkan kepada suami untuk 

melakukan putusan secara sukarela dan tanpa beban apapun juga, namun 

jika tidak dilakukan dengan suka rela termasuk kepada dikabulkannya 

gugatan rekonvensi istri terhadap kedudukan harta yang menjadi milik 

penggugat rekonvensi/istri berdasarkan perjanjian kawin.113  

Berdasarkan penjelasan-penjelasan di atas, nafkah yang di berikan 

setelah suami membacakan ikrar talak kurang efektif, apalagi dalam fakta-

fakta putusan tersebut dapat dilihat itikad-itikad buruk suami. Dapat juga 

dilihat dalam prakteknya di masyarakat banyak suami yang tidak mau 

membayarkan kewajibannya. Akibatnya mantan istri dan anak-anaknya 

terlantar serta istri harus bekerja keras untuk membiayai hidupnya dan anak-

anaknya. Sehingga wujud perlindungan hukum terhadap istri sebenarnya 

belum terakomodir secara menyeluruh dan konkrit.  

Lebih lanjut, kebijakan yang dilakukan oleh Majelis Hakim di 

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri sudah efektif meskipun secara yuridis 

terhadap permohonan talak yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara 

Konvensi tersebut, pada dasarnya Termohon tidak berkeberatan/ setuju 

untuk bercerai dengan Pemohon karena sudah tidak ada kecocokan lagi 

diantara keduanya namun Termohon selain meminta pertimbangan hukum 

secara adil dan benar menurut syari’at islam, maka Termohon juga mohon 

                                                             
113 Putusan Nomor 3890/Pdt.G/2020/Pa.Kab.Kdr 
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perlindungan hukum mengenai hak-hak yang patut dan layak bagi 

Termohon sebagai isteri berdasarkan hukum apabila permohonan Pemohon 

tersebut akan dikabulkan oleh Majelis Hakim yang memeriksa dan 

mengadili dalam perkara ini.  

Nafkah wajib untuk istri, namun dalam prakteknya, sangat jarang 

istri yang mengajukan permohonan eksekusi karena hal ini merupakan 

sesuatu yang sulit. Selain karena prosesnya panjang juga karena nafkah 

yang didapat tidak sebanding dengan biaya eksekusi dan terlebih ketika istri 

harus mengurusi anak-anaknya dan diduga adanya perselingkuhan dengan 

adanya bukti transferan. Seorang hakim tidak hanya melihat undang-undang 

yang ada, akan tetapi mereka harus melihat apa yang terjadi di masyarakat. 

Bukan sematamata karena sudah memenuhi tuntutan rekonvensi mengenai 

harta kekayaan, akan tetapi perlindungan hukum terhadap istri dan anak 

dalam jangka panjang. Berdasarkan uraian di atas nampak bahwa 

sebenarnya kedudukan istri yang sudah memperoleh nafkah berdasarkan 

putusan pengadilan agama belumlah sepenuhnya memperoleh perlindungan 

di mata hukum.114 

Bahwa perlindungan hukum terhadap istri akibat putusan non 

executable dalam perkara cerai talak ialah dijelaskan Dalam pasal 34 

Undang-undang RI Nomor 1 Tahun 1974 juncto pasal 80 (4) Kompilasi 

Hukum Islam sudah ditentukan tentang macam-macam hak yang dapat 

                                                             
114 Sudjana, “Analisi Hukum Permohonan Cerai Talak Suami dan Gugatan Rekonvensi Istri Di 

Pengadilan Agama Banyuwangi” ,62. 
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dituntut istri ketika dicerai oleh suaminya di pengadilan, dan apabila suami 

tidak dapat memenuhi nafkah yang diputus oleh Pengadilan Agama,maka 

majelis hakim akan menunda pelaksanaan ikrartalak selama 6 (enam) bulan. 

Dalam SEMA no 2 tahun 2019 (Surat Edaran Mahkamah Agung) menunda 

pemberian akta cerai kepada Tergugat (mantan suami) sampai Tergugat 

(mantan suami) menunaikan kewajiban akibat perceraiannya kepada 

Penggugat” (mantan istri), adalah cara efektif untuk melindungi hak-hak 

istri setelah diceraikan. Perlindungan hukum bagi istri dalam pasal 27 UU 

RI No. 39 Tahun 1999 yang mengatur bahwa setiap orang tanpa 

diskriminasi berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan 

permohonan pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata 

maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan 

tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemeriksaan 

yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan 

yang adil dan benar. 
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BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

1. Putusan ini dianggap non executable disebabkan oleh eksekusi yang 

tidak bisa dijalankan antara lain ditetapkan pada hal harta kekayaan 

tereksekusi tidak terdapat di suami disebabkan hanya seorang supir, 

maka upaya hukum yang dapat dilakukan yakni apabila belum 

berkekuatan hukum tetap maka terbuka dalam peradilan tingkat 

banding untuk melakukan koreksi bahkan sampai dengan tingkat 

kasasi. Namun apabila sudah berkekuatan hukum tetap maka upaya 

hukumnya dalah dengan mengajukan gugatan baru sekedar 

mengoreksi atau menambah amar condemnatoir. 

2. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Putusan Non Executable 

Dalam Perkara Talak dijelaskan dalam UU RI No. 39 Tahun 1999 

Tentang HAM, perempuan/istri mempunyai hak memperoleh 

keadilan, Perlindungan Hukum Islam bahwa madharat haruslah 

dihilangkan, dan turunan dari qaidah tersebut apabila terjadi 

perbenturan antara maslahat dan madharat maka maslahat yang 

lebih diutamakan. Artinya tugas dan fungsi hakim Pengadilan 

Agama merupakan tugas suci, dan dakam hal perkara perceraian 

hakim Pengadilan Agama bertugas untuk mewujudkan kembali 

keluarga sakinah, mawaddah, dan rahmah. Perlu diketahui bahwa 
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kehadiran Pengadilan Agama ini merupakan salah satu Peradilan 

khusu untuk menangani perkara orang-orang beragama Islam. 

B. Saran 

Perlunya perlindungan terhadap perempuan dalam hal pemberian 

nafkah pasca perceraian ketika mantan suami tidak dapat menjalankan 

kewajiban akibat perceraian dan seharusnya terhadap sengketa tentang 

kedudukan harta benda perkawinan hendaknya diselesaikan secara tuntas 

agar asas hak serta kedudukan seimbang antara suami dengan istri mampu 

terwujud, untuk itu SEMA No. 3 tahun 2015 hakim hendaknya 

membebankan suami tentang nafkah dalam amar putusan memerintahkan 

pemohon untuk membayar atau melunasi beban akibat cerai sesaat sebelum 

atau sesudah pengucapan ikar talak.  
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